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RINGKASAN

Resmi Tri Hanani, 2012Reformasi Administrasi Pemerintah Daerah
Dalam Pelayanan Perijinan (Studi pada Kantor Penanman Modal dan
Perijinan Kabupaten Probolinggo), Dr. Irwan Noor, MA, Drs. Suwondo, MS,
138 Hal + xvii

Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya leluinengenai perijinan
di masyarakat, bahwa pelayanan perijinan terlatoitrdan sulit. Sehingga perlu
adanya reformasi administrasi pemerintah daerahg yaertujuan untuk
memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada mastatd&bijakan pelayanan
terpadu satu pintu merupakan salah satu bentukmma® yang telah dilakukan.
Namun dari kebijakan tersebut masih banyak pelayam@ag belum tersentuh
perbaikan dan tetap menimbulkan protes dari makgardari latar belakang
tersebut maka peneliti ingin meneliti seperti apafonmasi administrasi
Pemerintah Daerah yang telah dilakukan pada KéP¢mananaman Modal dan
Perijinan Kabupaten Probolinggo dan seperti apapd&myang ditimbulkan.
Sehingga dapat memberikan kontribusi akademis aemmganberikan sumbangan
pemikiran dalam mengembangkan konsep-konsep limmiiidtrasi khususnya
mengenai reformasi administrasi dan memberikanribsi praktis yang menjadi
masukan iGpuf) bagi Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kalarpat
Probolinggo.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskukoiglitatif, hal tersebut
bertujuan agar penelitian yang dilakukan lebih nadgnth serta bisa memahami
permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyatedkatit pelayanan perijinan.
Adapun fokus penelitian yaitu reformasi adminigtigeng terdiri dari struktur,
prosedur, tingkah laku, sarana dan prasarana, dawpak dari reformasi yang
terdiri atas kesederhanaan, kejelasan, akurasim&esn dan kenyamanan.
Sedangkan analisis data yang digunakan yakni mead@n analisis domain dari
Spradley.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pematindaerah telah
melakukan reformasi administrasi pemerintah dadelam pelayanan perijinan.
Reformasi administrasi pemerintah daerah yang tdlEtkukan yakni pertama
berdasarkan struktur, dengan merubah kelembagamuesan perijinan menjadi
pelayanan perijinan terpadu satu pintu di KantoraPaman Modal dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo dimana sebelumnya pengumesajiman tidak dilakukan
pada satu tempat melainkan di satuan kerja-sateg@a ang berbeda. Yang
kedua mereformasi pada prosedur perijinan, mekanigmerijinan cukup
sederhana dengan datang mengurus berbagai pepatenkantor perijinan saja,
pada persyaratan biaya dan ketepatan waktu sudklp celas dan mudah
dimengerti sesuai ketentuan yang berlaku. Yangy&eingkah laku, sikap para
pegawai atau petugas kantor pelayanan perijinarahsudemenuhi kriteria
disiplin, ramah, dan sopan dalam menjalankan tagaspun melayani pemohon
ijin. Selanjutnya yang kelima sarana dan prasaréemilitas yang disediakan



sudah cukup lengkap dan sesuai dengan prinsip greaypublik. Namun pada
toilet masih belum terawat dan terjaga kebersihanmydapun dampak yang

ditimbulkan dilihat dari kesederhanaan, kejelassqurasi, serta keamanan dan
kenyamanan sudah terpenuhi namun pada kejelasah teagapat kekurangan

yakni masih ada petugas yang dalam menyampaikammasi terutama mengenai
persyaratan masih ada yang belum jelas, dalanmartfarmasi yang diberikan

hanya secara umum dan kurang mendetail.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Reformasi Adistirasi Pemerintah
Daerah dalam Pelayanan Perijinan di Kantor Penamavi@dal dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo telah dilakukan dengan badkgedn melihat hasil
reformasi berdasarkan struktur, prosedur, tingk&h,lsarana dan prasarana serta
melihat dari dampak positif dan negatif yang ditiikan. Namun untuk
meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dapatkdkan dengan memperbaiki
dan menambah sarana dan prasarana yang kurang fagakberikan pelatihan-
pelatihan khusus kepada pegawai secara berkala,benid@n penghargaan
kepada petugas pelayanan apabila memberikan palaydengan baik, serta
menyediakan fasilitas pelayanan perijinan secaliaean

Vi



SUMMARY

Resmi Tri Hanani, 2012Administrative Reform in the Local
Government Licensing Service (Study on Investmentral Licensing Office
Probolinggo), Dr. Irwan Noor, MA, Drs. Suwondo, MS, 138 pagesvit

The research was conducted on the lHsthe number of complaints
regarding licensing in the community, that licegsservices are too complicated
and difficult. So the need for reform of local gaveent administration that aims
to provide the best possible service to the comtpufine stop service policy is
one form of reform that has been done. But thecpo§ still a lot of services that
have not been touched and still lead to improveroémublic protest. From this
background, the researcher wanted to investigat&t Wimd of reform of local
government administration has done in the Office Eofuity and Licensing
planting Probolinggo and what kind of impact. Thesn contribute to the
academic contribution of thought in developing ducepts of Administration,
especially regarding the reform of administrativel @ractical contribution to the
input (input) to the Office of Investment and Lisarg Probolinggo.

The method used is descriptive qualitative, it abtmsdlo more in-depth
study and understand the real issues happeningpencommunity associated
licensing services. The research focus is the mefoir administrative structures,
procedures, behaviors, facilities and infrastrustuand the impact of reforms
consisting of simplicity, clarity, accuracy, safetyyd comfort. While the data
analysis used which is using the domain analysis fBpradley.

The results of this study indicate that local goweents have the
administrative reform of local government in theehsing service. Reform of
local government administration has done the fii@sed on the structure, by
changing the institutional arrangements permitdrane stop licensing services in
the Office of Investment and Licensing Probolingguere the previous licensing
arrangements are not made in one place but in tr& wnit, the different work
units. The second reform of the licensing proceslutieensing mechanism is
simple enough to come take care of a variety @nking at any licensing office,
in terms of cost and timeliness should be prettaightforward and easy to
understand according to applicable regulations. fHivel behavior, attitudes or
personnel office employees already meet the aitéor licensing of service
discipline, friendly, and courteous in performinigeir duties and serve the
applicant's permission. The next five facilitiesdamfrastructure, the facilities
provided are quite complete and in accordance wWith principles of public
service. But the toilet is still not well maintathend kept clean. The visible
impact of simplicity, clarity, accuracy, and safetyd comfort are met but there is
still a lack of clarity that there is still an afér in conveying information about
the requirements particularly there is not yet gleia the sense that the
information provided only in general and less detai

vii



The conclusion from this study that the Local Goweent Administrative
Reform in the Service of the Office of LicensingdaRermitting Investment
Probolinggo has done well by looking at the resoltsreforms based on the
structure, procedures, behaviors, facilities, stinacture and look of the positive
and negative effects. However, to improve the quali licensing can be done by
improving and adding facilities and infrastructuhat are less viable, providing
specialized training to employees on a regularshagiving awards to officers
when providing services to the ministry, as well @svide online licensing
services.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu negara yang demokratis berlaku ketentbahwa
wewenang pemerintah dalam sejumlah bentuk selalattes, dimana
kewenangan tersebut dilaksanakan oleh badan-badag dibentuk secara
demokratis. Sarana yang digunakan pemerintah daglalaksanaan tugasnya
tersebut antara lain melalui mekanisme perijinaan djin tersebut banyak
digunakan pemerintah sebagai instrumen. Banyakey#h&n masyarakat bahwa
perijinan seringkali menjadi sebuah mata rantaidkag yang memerlukan biaya
tinggi dan proses panjang, agar perlu mendapatkaapan. Ringkasnya,
prosedur administrasi pemerintah selama ini teratafang berkaitan dengan
pelayanan perijinan terkesan di mata masyarakétluesulit dan rumit. Ada
proses yang terkesan diadakan, tidak perlu dak felas kegunaannya. Kalau
prosedur sudah tertata rapi, dan pemohon ijin sudamenuhi semua syarat
kelengkapan pengurusan suatu dokumen, pegawai miempat kerjanya.
Akibatnya, dokumen yang menjadi produk pemerintanubdapat diberikan
kepada masyarakat sebagai konsumen setelah mejemgka waktu yang lama.

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa perlu adanyarmadi
administrasi pemerintah daerah yang bertujuan umbgknberikan pelayanan
sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meniragkdtiaalitas sumber daya

manusia, sehingga dapat memberikan kesejahteraarrada keadilan kepada



masyarakat. Di sisi lain, pemerintah sangat saagan banyak tugas dan fungsi,
karena tidak saja hanya terfokus kepada pelayanhhkptetapi juga bertugas
dan berfungsi sebagai motor pembangunan dan asipémberdayaan. Proses
reformasi yang harus dilakukan pemerintah daerahpa&nya bukan hal yang
mudah karena harus memformat ulang dengan penitik diain tindakan korektif
struktur dan konfigurasi birokrasi itu dari yangrtse sakral feodal ke serba
rasional dan profesional. Proses reformasi darfikiemuansa serba priyayi
(ambtenaay ke arah birokrasi dengan konfigurasi otoritasgyaasional, yang
dalam tataran empirik dari budaya minta dilayaninjaéi budaya melayani
sebagai abdi masyarakaublic service)

Otonomi Daerah yang merupakan suatu harapan daangam bagi
Pemerintah Daerah, utamanya Pemerintah KabupaterkKdta, perlu disikapi
dengan kiat-kiat strategis yang dapat memungkinkpenyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan aperjdengan baik.
Perubahan yang dilakukan yakni dengan menetaplkarast pelayanan publik,
dimana merupakan salah satu bentuk nyata bagi glaten mutu pelayanan.
Adanya standar pelayanan dapat membantu unit-eniqalia jasa layanan untuk
dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi malsgfrpelanggannya.
Penataan kelembagaan pemerintah secara efisierefdktif sesuai kebutuhan
daerah yang diharapkan dapat mendukung kelanca@amd pelayanan
masyarakat dan pengembangan daerah. Penyempuretsaldksanaan secara
makro terutama yang menyangkut mekanisme dan tatga korganisasi,

pemerintah serta prosedur pelayanan umum. Penamgkdtualitas dan



profesionalisme aparatur pemerintah serta moraditgmt menunjukkan sebagai
pengayom dan pelayan masyarakat.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 taten
Pemerintahan Daerah, mengandung konsekuensi agefiggpahan kewenangan
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerahinHdipandang sebagai salah
satu upaya untuk memotong hambatan birokratis ganiggkali mengakibatkan
pemberian pelayanan memakan waktu yang lama dadnapartinggi. Dengan
adanya desentralisasi, pemerintah daerah harus mamefaksanakan berbagai
kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh patabrpusat, seiring dengan
pelayanan yang harus disediakan. Konsekuensinyaenrgah daerah dituntut
untuk lebih mampu memberikan pelayanan yang leleitkualitas, dalam arti
lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, h legfektif, efisien, dan
bertanggung jawab. Dengan kata lain, otonomi daeralupakan upaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pengaruh reformasi di daerah terutama terkait demganomi daerah,
eksploitasi sumber daya alam, optimalisasi sumbga tmanusia dan bagaimana
mendapatkan sumber pendapatan dari PAD (Pendapataibaerah) sebesar-
besarnya sangat terasa. Umumnya pemerintah daexkérjd keras untuk
mencapai peluang-peluang tersebut dengan membbigtken dan menciptakan
iklim kondusif agar dapat mengundang investor mandan modalnya. Di
antara kebijakan dan strategi yang dilakukan adal@herapkan sistem pelayanan

perizinan yang lebih mudah dan kondusif.



Berkaitan dengan hal tersebut diatas Kepala Kas@daku pimpinan
Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten dinggo mempunyai
peran penting dalam mengimplementasikan sesuas tpgkok dan fungsinya.
Pembentukan Kantor Penanaman Modal dan Perijindendierintah Kabupaten
Probolinggo berdasarkan pada Peraturan Daerah &durobolinggo Nomor
10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerjabaga Teknis Daerah
Kabupaten Probolinggo. Kantor Penanaman Modal denjifan Kabupaten
Probolinggo merupakan salah satu kantor pemeripgaly telah menggunakan
pelayanan terpadu satu pintu atau yang dikenaladeisgilah ‘One Stop Service
Kantor yang telah berdiri pada tahun 2008 tersetargpai saat ini sudah 16 ijin
yang dilayani terdiri dari ljin Mendirikan Bangun@&MB), ljin Gangguan (HO),
ljiin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Surat ljin Parbengan Daerah (SIPD), Surat
ljiin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar PeazsaliTDP), Tanda Daftar
Gudang (TDG), Surat ljin Usaha Rumah Makan (SIURMInda Daftar Industri
(TDI), ljin Reklame, ljin Usaha Hotel, Surat ljinsdha Perikanan, Surat ljin
Penangkapan lkan, Surat ljin Pengolahan lkan, SjiratBudidaya lkan, dan
Surat ljin Usaha Bilyard. Sebelum kantor tersebetdlvi, pengurusan ijin di
Kabupaten Probolinggo masih dilakukan di satuajk&atuan kerja yang sesuai
dengan bidang perijinan yang diinginkan. Dari bgebatinjauan, Kabupaten
Probolinggo memiliki keaneka ragaman potensi déaklgeografis yang sangat
strategis, pada jalur pantura dan alur Jawa-Ball.itd merupakan prospek sangat
cerah dan menjanjikan jika diolah dan ditanganigd@nbaik, untuk itu diperlukan

pelayanan perijinan yang prima.



Dalam pengalaman empiris selama ini, pelayananlptddah mengalami
perbaikan dari aparat pemerintah terutama dalankdraludahan. Permasalahan
yang ada menuntut pemerintah mereformasi gayaipanizyang berbelit-belit,
yakni dengan mengeluarkan  Peraturan Menteri DalamegeN
Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggd&telayanan Terpadu
Satu Pintu. Menurut ketentuan pasal 2, tujuan gdenggaraan pelayanan terpadu
satu pintu adalah untuk meningkatkan kualitas lagapublik dan memberikan
akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mielapepelayanan publik.
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan TerpadWPiBtu pada pasal 6
disebutkan bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan  ekengan
penandatanganan perizinan dan non perizinan kepagmla PPTSP untuk
mempercepat proses pelayanan. Selain itu pada BABakal 4 menjelaskan
mengenai Penyederhanaan Pelayanan. Pada BAB V laskge Proses, Waktu
Dan Biaya Penyelenggaraan Pelayanan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 ta2Q06 dijelaskan
pula pada pasal 11 bahwa Jangka waktu penyelepalaganan perizinan dan
non perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belei kerja terhitung mulai
sejak diterimanya berkas permohonan beserta sekeléngkapannya. Seperti
yang telah dilaksanakan di Kantor Penanaman Modal Rerijinan Kabupaten
Probolinggo dengan menerapkan organisasi pelayteraadu satu pintone
stop service)Pelayanan perijinan terpadu atau O8®d Stop Servigeadalah
sebuah satuan kerja di tingkat pemerintahan kdiafi@en yang secara

memberikan pelayanan untuk memproses berbagai dakypublik, khususnya



perizinan usaha dan investadPerizinan usaha dan investasi yang selama ini
mengandung konotasi negatif, terlalu banyak, b#rbelit, membutuhkan waktu
lama dan mahal, diharapkan akan dapat lebih disadakan melalui pelayanan
satu atap satu pintu (terpadu) yang memangkas betolministratif bagi
pemerintah daerah dan memudahkan pelaku usaha pakaa akses
sumberdaya untuk pengembangan usahanya. Selairyamielperizinan, OSS
dapat dijadikan sebagai sarana bagi pemerintalaldagtuk memberikan semua
informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Melalui OSS dengan seluruh kelengkapannya, pengaoryserizinan
usaha akan menjadi mudah dan murah yang membwdiupesaha terhindar dari
biaya ekonomi tinggi yang biasanya terjadi padd gpaaeses pengurusan izin.
Kebijakan ini dikeluarkan untuk mempermudah pelayadan perijinan investasi
agar lebih cepat, murah, dan transparan. Namurs fdhakui juga bahwa masih
banyak pelayanan yang belum tersentuh perbaikarnedam menimbulkan protes
dari masyarakat. Pada kenyataannya pelayanan pembg@n oleh aparat lebih
bersifat prosedural dalam arti mempersulit daripagamperhatikan fungsi dan
tujuan pemberian ijin. Seperti pada pelayanan ipanj di Kantor Penanaman
Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo masih adanohon ijin yang
mengeluh mengenai persyaratan yang diajukan, pemg@ho bolak balik ke
kantor mengurus berkas persyaratan yang diajukeen&abelum dilegalisir atau
ada juga yang belum menyerahkan foto. Hal ini @kakan petugas kantor
perijinan belum detail dalam memberikan penjelasa@ngenai persyaratan.

Sehingga menyebabkan ketidakefektifan dan efis@and melakukan perijinan.



Implikasinya banyak pengusaha melakukan segala demd mendapatkan ijin
(HO, AMDAL, IMB, dan lain-lain) agar dapat beropsraan bukan karena untuk
memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana mestikirarnya, tidak jarang
terjadi KKN dan penyalahgunaan hukum lainnya.

Sejalan dengan latar belakang tersebut peneli@arikeringin meneliti
sejauh mana reformasi khususnya dalam pelayanaginaer di Kabupaten
Probolinggo mengingat visi dan misi Kantor Penarmariviodal dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan prima melalui perijinan telpasatu pintu serta
investasi yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan pelayanan prima aparatur pemerintaig ydidukung oleh
sumber daya manusia (SDM), dana, dan teknologigsarygng tepat guna.

Maka sebab itu peneliti mengambil jud&®eformasi Administrasi Pemerintah

Daerah dalam Pelayanan Perijinan”(Studi pada Kantor Penanaman Modal dan

Perijinan Kabupaten Probolinggo). Penelitian teusatiharapkan, dapat menjadi

bahan masukamalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas yaelan

perizinan khususnya.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuradiatas, maka yang

menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:



1. Bagaimanakah reformasi administrasi Pemerintah dbaeryang
dilaksanakan di Kantor Penanaman Modal dan Pemijik@bupaten
Probolinggo?

2. Bagaimanakah dampak dari reformasi administrasi éfi@atah Daerah
terhadap pelayanan perizinan pada Kantor Penanaliadal dan

Perijinan Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian
1. Memaparkan reformasi administrasi Pemerintah Dagratia Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo
2. Menjelaskan dampak reformasi administrasi PemdriDaerah terhadap
pelayanan perijinan pada Kantor Penanaman Modal Banjinan

Kabupaten Probolinggo.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang dapat diperoleh dari peiagliini adalah:

1. Kontribusi Akademis
Secara akademis diharapkan dapat memberikan suarbgremikiran
dalam mengembangkan konsep-konsep Illmu Administkhsisusnya
mengenai reformasi administrasi, dimana dalam pskkaan reformasi
administrasi dapat dilakukan perubahan yang terdias struktur,
prosedur, tingkah laku, serta sarana dan prasa&smta dengan melihat

dari dampak yang ditimbulkan, menjadi acuan se@g# kaitan teori



dengan kenyataan. Selain itu dapat menjadi bahap&asi bagi peneliti
lain yang berkeinginan mengkaji masalah reformabniaistrasi pada
pelayanan perijinan.
2. Kontribusi Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukgut( bagi Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggdam
melaksanakan reformasi administrasi. Demi terwuyadrpelayanan
perijinan yang profesional pada Kantor Penanamadadildan Perijinan

Kabupaten Probolinggo.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan skripsely@igai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN
Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, pesanu
masalah, tujuan dan kontribusi dari penelitian asert
sistematika pembahasan.

BAB I : KAJIAN PUSTAKA
Dalam bab ini menjelaskan secara garis besar tghéamni-
teori yang relevan dengan pokok permasalahan sgding
dapat mendukung dalam menganalisa dan
menginterpretasikan data tentang reformasi admasist

pemerintah daerah dalam pelayanan perijinan.
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BAB I : METODE PENELITIAN
Meliputi jenis dan fokus penelitian, pemilihan lskadan
situs penelitian, jenis dan sumber data, teknikgperpulan
data, instrumen penelitian dan analisis data yamgndkan.

BAB IV - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini berisikan mengenai hasil penelitiamupa
data — data yang diperoleh selama penelitian, smehta dan
intrepetasi data.

BAB V : PENUTUP
Berisi kesimpulan dari hasil analisa data dan pdtasi data
yang diperoleh disertai dengan saran-saran olehliseyang
diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan maswgn b

pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik dan Birokrasi
1. Administrasi Publik

Kata administrasi berasal dari kaga@ministrare (Latin: a = pada,
ministrare = melayani). Ditinjau dari asal kata, administdasrarti ‘memberikan
pelayanan kepadaTerdapat 2 istilah lain mengenai asal kata adstigsi, yaitu
administration (inggris) danadministratie (Belanda). Administrasi (terjemahan
bahasa Latin) mempunyai arti: suatu kegiatan yamegsifat memberikan
pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan y#egtukan oleh yang
memberikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab deapa. Sedangkan
administrasi (terjemahan bahasa Inggris) artinyats kegiatan yang punya
makna luas meliputi segenap aktivitas untuk mehket@pkebijakan serta
pelaksanaannya. Karena itu, disebut dengan peageatiministrasi dalam arti
luas. Sementara administrasi (terjemahan bahasand@®l diartikan: suatu
kegiatan yang sifatnya hanya terbatas pada catatated atau ketatausahaan.
Pengertian ini disebut juga administrasi dalam setnpit. Sedangkan Pasolong
(2007:3) menyebutkan administrasi adalah suatu rizelte terencana yang
dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasamiakunencapai tujuan atas
dasar efektif, efisien, rasional.

Selanjutnya, istilatpublic berasal dari bahasa Inggris, yaitu publik yang

berarti umum, masyarakat atau negara. Maka apabiabungkan dengan

11
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administrasi publik, Felix A Nigro dan Lloyd G. N@(dalam Tjiptoherijanto dan
mandala, 2010:112), menyusun definisi publik darlwt pandang yang lebih
spesifik, yaitu apa yang dilakukan oleh eksekuthbagyai respon terhadap
keputusan politik negaraPublic administration is what the Executif branch
does.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2006:25) adistiasi publik
adalah manajemen dan organisasi dari manusia —Sisadan peralatannya guna
mencapai tujuan pemerintah. Sedangkan adminigi@sik menurut Chandler
dan Plano (dalam Keban, 2008: 3), yaitu proses ninsamberdaya dan personel
publik  diorganisir dan  dikoordinasikan untuk  memioitasikan,
mengimplementasikan, dan mengeldi@manage) keputusan-keputusan dalam
kebijakan publik. Sedangkan Siagian (dalam Ibral#608:15), mendefinisikan
administrasi negara (publik) ialah keseluruhan &egi yang dilakukan oleh
seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negaemndakaha mencapai tujuan
negara. Adapun Z. Wajong (dalam Sukidin, 2009: ®ndefinisikan administrasi
publik yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengdikda usaha-usaha instansi
pemerintah agar tujuannya tercapai.

Dari beberapa definisi administrasi publik diatapat disimpulkan bahwa
administrasi publik merupakan suatu kegiatan yanmgkukan oleh suatu
kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan naedéebijakan publik dan
manajemen publik merupakan istilah-istilah bagidmiaistratif dari pemerintah
mengorganisir, memproses dan menghasilkan prodkkinmu kebijakan, atau

barang dan jasa.
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2.Birokrasi

Birokrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (18@0upakan sistem
pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemérikéaena telah berpegang
pada hierarki dan jenjang jabatan. Sedangkan 2&d9(3) menyatakan bahwa
birokrasi adalah organisasi yang melayani tujuam, chra untuk mencapai tujuan
itu ialah dengan mengkoordinasi secara sisten#gianjutnya, menurut Peter M.
Blau (dalam Said, 2009:29) birokrasi adalah tipgaaisasi yang dirancang untuk
menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skiésar dengan cara
mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara siiger8edikit berbeda dengan
Fritz Morstein Marx (dalam Santosa, 2009:2) yangumaiskan birokrasi sebagai
tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah moaietuk melaksanakan tugas-
tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanaleand sistem administrasi dan
khususnya oleh aparatur pemerintah.

Birokrasi merupakan satu sistem otorita yang dileia secara rasional
oleh berbagai peraturan. Selain itu, birokrasi disn@kan untuk mengorganisasi,
secara teratur, suatu pekerjaan yang harus dilakokeh orang banyak. Hal
tersebut dapat disimpulkan bahwa birokrasi merupaat untuk mempermudah
jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam upagkayani masyarakat.
Namun, persepsi umum apabila mendengar kata “laisskidentik dengan urusan
yang rumit, bukan yang sederhana. Susanto (dalady 3209:29) menyatakan
tiap kali mendengar kata “birokrasi’, kita langsutggpikir mengenai berbagai

urusan prosedural penyelesaian surat-surat yan@itsr dengan pemerintahan.
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Birokrasi dipandang sebagai sebuah sistem dannadatajemen pemerintahan
yang buruk.
Beberapa masalah yang sering menjadi keluhan publikait pelayanan
birokrasi pemerintahan oleh aparat, diantaranyaatdasebutkan (Siagian,
1996:39):
a. Memperlambat proses penyelesaian pemberian izin;
b. Mencari berbagai dalih, seperti kekuranglengkag@umen pendukung,
keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalilyaig sejenis;
c. Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain;
d. Sulit dihubungi;
e. Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata‘sadang
diproses”.
B. Reformasi Administrasi
1. Pengertian Reformasi Administrasi
Reformasi muncul pertama kali pada abad ke-16. ledwaimasi digunakan
sebagai sebutan bagi upaya kolektif dan korektrhagap penyimpangan,
ketimpangan, ketidak-adilan dan tindakan penguass oertentangan dengan
akal sehat yang dilancarkan oleh kelompok atawkpjaag merasa tertindas. Kata
“reform’” menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary @al Rewansyah,
2010:118) adalaimake or become better by removing obstacles orngutight
what is bad or wrongArtinya, membuat atau menjadikan lebih baik denga
menghapus hambatan atau menempatkan dengan benaryewag buruk atau
salah. Rumusan ini memaparkan bahwa pada dasarfgamasi adalah
mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baikaiey sudah ada.

Yehezkel Dror (dalam Zauhar, 2007:6) mendefinisika@formasi

administrasi adalah perubahan yang terencana eglespek utama administrasi.
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Sedangkan Leemans (dalam Mutahaba, 1989: 25) l#apan reformasi
administrasi:

“The conception of administrative reform as a catggeeparate from
change has a number of problems, however. Theifiigtives the question of
whether or not it is possible to distinguish, eaf life, between changes in the
administrative machinery, processes, and procedua@sl changes in the
organization of the political executive organs”

“Administrative reform is viewed from two major asps. Firstly, from
the point of view of structural changes, which ires adjusments in authority
relationships in bureaucratic organizations by wa§ abolition, integration,
merger or creation of administrative units, therséer or addition of functions
and responsibilities of agencies, as well as titeoduction of new procedures
and regulations in governmental transactions. Sdbgrfrom the point of view of
behavioral changes which have to be engendereddkeeproductivity values as
well as responsiveness to the client systems. itn gfpectrum, the conference
sought to assess the impact of reform in diffecenntries simultancously with its
process and conten ( Zhangzhijian, et al 1992:vii).

Dari pendapat diatas dapat diartikan bahwa: Konskpmasi administrasi
sebagai kategori yang terpisah dari perubahan yasmiliki sejumlah masalah.
Yang pertama melibatkan pertanyaan tentang apayatagitidak mungkin untuk
dibedakan, dalam kehidupan nyata, antara perubdhl@m mesin administrasi,
proses, dan prosedur dan perubahan dalam orgaoigasi eksekutif politik.

Selanjutnya, reformasi administrasi dapat dilihati dlua aspek utama.
Pertama, dari sudut pandang perubahan struktuaal ynelibatkan penyesuaian
dalam hubungan otoritas dalam organisasi birokilasigan cara penghapusan,
merger integrasi, atau pembentukan unit-unit adstrasi, transfer atau
penambahan fungsi dan tanggung jawab lembaga,sErtiahuluan prosedur dan
peraturan baru dalam transaksi pemerintah. Kedurasddut pandang perubahan

perilaku yang dilahirkan untuk membangkitkan nidai produktivitas serta

tanggap terhadap sistem klien. Dalam spektrunkamferensi ini berusaha untuk
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menilai dampak dari reformasi di negara yang bealsgtempak dengan proses

dan konten.

Secara garis besar reformasi administrasi terds aeformasi struktur,
prosedur, dan tingkah laku. Untuk itu perlu pergata mengenai ketiga hal
tersebut dengan mengaitkan pada pendekatan yaumgj gakni:

a. Struktur organisasi menurut Jones dalam Hessel6(228) adalah sistem
formal dari aturan dan tugas serta hubungan osoniang mengawasi
bagaimana anggota organisasi bekerja sama dan meigm sumber daya
untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organistapat dijabarkan
dengan pendekatan bagan organisasi. Pendekatam tagaisasi mendasar
diri pada keyakinan bahwa karakteristik dan huborAgabungan pokok
dalam struktur administrasi dapat digambarkan. siyinhierarkhi yang
mencakup pembagian organisasi ke dalam tingkakainkewenangan atasan
dan bawahan menggambarkan suatu arus kewenangabeaerak dari atas
ke bawah dan pendekatan ini hakikatnya bersifatalledPendekatan
pembaganan organisasi memiliki cukup banyak ke#hiiPertama, dengan
menganggap kebenaran dari struktur piramidal osgani tanggung jawab
legal dapat ditunjukkan secara tepat pada jenjaararki paling atas. Kedua,
tanggung jawab dan hak prerogratif dapat ditegasesara empiris dan
digambarkan secara tepat melalui bagan dimanaipgasig ditempatinya,
atasan bertanggung jawab kepada bawahan dan baweattanggung jawab
untuk atasan. Kelebihan ketiga, dari pendekatararbagrganisasi adalah

adanya kesan bahwa suatu kesatuan dari selurutiupsim organisasi tanpa
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adanya perhatian terhadap kompleksitas dari sgtrgang tertentu atau pun
adanya perembesan kewenangan antara pemimpindgarsgdn pejabat yang
ditempatkan di daerah maupun di unit-unit daeraderipat, hubungan legal-
formal yang kompleks dapat digambarkan di atasndsde kertas. Adapun
kelemahan dari pendekatan bagan organisasi adaabk@nnya kepada
rasionalitas, logis, dan simetris. Pendekatan ienganggap para anggota
organisasi akan bereaksi sesuai kedudukan merdi@gaenana terdapat
dalam bagan organisasi.

. Prosedur dapat dikaitkan dengan pendekatan sisterena prosedur
merupakan suatu bagian dari sistem. Pendekataemsishemandang
perubahan sosial tidak berjalan sebagai suatuajgjtétapi lebih ke arah
perkembangan dan lebih bersifat sistemis. Sebuatensi mencakup
keseluruhan dan tidak ada unsur sumbangan yarighietarti bagi terjadinya
perubahan yang terlepas dari perhitungan. Organdipandang sebagai
penerima rangsangan dan melalui proses konversimmbatkan rangsangan
lagi. Oleh karena itu, administrasi lebih bersikaeatif daripada statis.
Organisasi administratif tidak hanya bereaksi téalparangsangan dari luar
tetapi juga menjadi sumber rangsangan bagi dirsgrdiri, dalam konteks
yang lebih besar, organisasi administratif tidaknyaa bereaksi kepada
kebijakan yang telah dibuat, tetapi membantu pemalouakebijakan.
Pendekatan sistem memandang badan/lembaga adatihistengubahnput

menjadi output. Implikasi tentang hakikat manusia menjadi sangdadsj
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dalam konteks analisis sistem, manusia mampu betasla terhadap
perubahan lingkungan.

c. Pendekatan psikologis berkaitan dengan perilaku usian di dalam
organisasi. Pendekatan psikologis menganggap bir@an berperilaku di
dalam cara yang tidak tergambarkan dalam bagamisas, ataupun dalam
perintah-perintah legal yang dapat dibaca. Berbpgayebab perilaku pada
tingkat individu, tingkat individu-kelompok, damgkat individu-organisasi
adalah sangat besar atau banyak/kompleks. Artpgrdlaku merupakan hasil
dari gabungan atas dampak dan pengaruh dari séjufakdor individu
dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi yang sariggsar, artinya guna
memodifikasi atau bahkan menggantikan tujuan ddai-miai organisasi
tersebut. Pendekatan psikologis terhadap admisistegara juga menaruh
perhatian dalam kaitannya dengan sikap-sikap desepsi diri para birokrat
maupun para kliennya itu sendiri. Stabilitas atatidakstabilan lembaga
dijelaskan dengan menunjuk sosok psikologis paratisgg@an secara
individual, demikian pula sebaliknya kurang memékaam pada kesatuan
dan keseluruhan struktur organisasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi administaglsilah suatu usaha
sadar dan terencana untuk mengubah:
a. Struktur birokrasi

b. Prosedur birokrasi
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c. Sikap dan perilaku birokrat, guna meningkatkan tfg&s organisasi
atau terciptanya administrasi yang sehat dan memjaencapainya
tujuan pembangunan nasional.

Dari berbagai definisi reformasi administasi tergebdapat ditarik
beberapa poin penting antara lain: reformasi adimasi disinonimkan dengan
perubahan dhang®, memiliki hubungan yang sangat erat dengan iriovas
(innovatior), dibutuhkan perubahan secara sistemik dan berhi@s agar
reformasi administrasi ini dapat berjalan dengak. bgaktor utama dilakukannya
reformasi administrasi adalah cepatnya perubahgikungan sistem administrasi,
dan tujuan dari reformasi administrasi adalah umhéningkatkan efisiensi dan

efektivitas.

2. Tujuan Reformasi Administrasi

Secara tradisional, reformasi administrasi diidewatn dengan usaha untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas organis@alam arti sempit, tujuan
reformasi administrasi adalah penyempurnaan adirasis atau menurut istilah
Caiden mengobati penyakit administrasi. Dror bedpg@at bahwa reformasi pada
hakekatnya merupakan usaha yang berorientasi pageéant jamak. la
mengklasifikasikan tujuan reformasi ke dalam 6 kedok, 3 bersifat intra
administrasi yang ditujukan untuk menyempurnakamiatrasi internal, dan 3
lagi berkenaan dengan peran masyarakat di dalaems&iministrasi.

Tiga tujuan internal reformasi administrasi Droal@dn Zauhar, 2007:14-

25) yang dimaksud meliputi:
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a. Efisiensi administrasi, dalam arti penghematan ugagg dapat dicapai
melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosegenghilangan
duplikasi dan kegiatan organisasi metode yang lain;

b. Penghapusan kelemahan atau penyakit administrpsrts&orupsi, pilih
kasih dan sistem taman dalam sistem politik damlk&n;

c. Pengenalan dan penggalakan sisteerit pemakaian PPBS, pemrosesan
data melalui sistem informasi yang otomatis, pekamgn penggunaan
pengetahuan ilmiah dan lain-lain.

Sedangkan 3 tujuan lain yang berkaitan dengan melsteadalah:

d. Menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatkeluhan
masyarakat;

e. Mengubah bagian pekerjaan antara sistem adminiskaassistem politik,
seperti misalnya meningkatkan otonomi profesionadri dsistem
administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada &eatjaksanaan;

f. Mengubah hubungan antara sistem administrasi dadupek, misalnya
melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan (sentrahsasus desentralisasi,
demokratisasi dan lain-lain).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan nasioredupakan tujuan
utama negara sedang berkembang. Semua itu akanawenimplikasi terhadap
tugas yang harus diemban oleh reformasi administeas peran administrator di
negara sedang berkembang. Terlepas dari beragaentkegan struktur birokrasi
di negara berkembang, peran administrator adaldlags¢ agen pembaruan
(change agent Namun tidak dapat dihindari fakta bahwa perubaiba terjadi
begitu cepat, dan di lain pihak birokrasi agak lambKondisi ini diperparah
dengan belum adanya institusi yang berkembang deajé.

Tujuan merupakan hal yang sangat esensial dalasmrasi administrasi,
maka perlu dipaparkan kembali tujuan reformasi atrasi yang dikaitkan
dengan tipe reformasi dan sekaligus kaitannya detige-tipe birokrasinya. Dari
situ akan terlihat hubungan antara tipe birokrasiebut dengan persyaratan yang
diperlukan untuk melakukan jenis reformasi tertentintuk memudahkan

pemilihan tipe reformasi yang disesuaikan dengguatu yang ingin dicapai,
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menurut Hahn Been Lee dikutip dari Zauhar (2007:44@mbuat matriks
keterkaitan antar beberapa komponen tersebut Sdrergaut:

Tabel 1 Keterkaitan antara Tujuan Reformasi dae Rpformasi

Tujuan Reformasi Tipe Reformasi
Penyempurnaan tatanan Reformasi prosedur
Penyempurnaan metode Reformasi teknik

Penyempurnaan unjuk kerjal Reformasi program

Sumber: Zauhar, 2007:44

Dari tabel diatas akan dijabarkan keterkaitan ngasiasing antara tujuan

reformasi dengan tipe reformasi:

a. Penyempurnaan Tatanan dan Reformasi Prosedur
Dalam suatu negara yang baru terbebas dari penjg@aly situasinya masih
kacau balau, administrasi identik dengan keteratu@rder). Konsep
semacam ini tidak diperlukan jika pemerintahan g@re oleh yang
berideologi nasionalis. Sedikit sekali penganutapmahni yang tertarik pada
masalah prosedural. Apabila ingin penyempurnaaanai, mau tidak mau
reformasi harus diorientasikan pada penataan puoskh kontrol.

b. Penyempurnaan Metode dan Reformasi Teknis
Administrator publik dalam masyarakat yang sudaljunsacara teknologi,
dituntut semakin lebih fanatik terhadap metodepdata administrator publik
di negara yang kurang maju secara teknologis. Aypanpotifnya, sekali suatu
metode baru diperoleh, akan menghasilkan sesuaiy yangat bermanfaat
seperti mampu menarik diterimanya metode dan tekaiki tersebut secara

gradual. Penyempurnaan metode sebagai tujuan adeedrientasi pada
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teknis, tetapi yang perlu diingat bahwa di dalamiadstrasi negara teknik
itu sendiri tidak bernilai tanpa adanya pihak f@mg menggunakannya.
c. Penyempurnaan Unjuk Kerja dan Reformasi Program

Penekanan baru terhadap unjuk kerja program harkgn ada jika
pemerintah negara sedang berkembang betul-betul gingdmkan

pembangunan sosial ekonomi yang sungguh-sunggutodelelan prosedur
yang sudah ada mulai dibenahi, organisasi baru abajbentuk bahkan
terkesan berlebihan. Sementara organisasi lama hmasénjalankan
fungsinya, organisasi baru diciptakan dengan tujuatuk memperlemah

aturan yang masih ada.

3. Strategi Reformasi Administrasi
Adapun strategi reformasi menurut Caiden (1982xxix

Three major strategic reactions are distinguished.

a. Fiscal strategies seek to reduce expenditures arstiscwhile maintaining
public service at their existing levels. They relg internal structural
changes of rationalization and streamlining. Theéh little direct impact
on citizens as recipients of public service, beltto affect civil servants as
a members of public agencies.

b. Structural strategies seek to raise the productivif public agencies
without increasing costs. They concentrate on $stimat arrangements,
decision making, operating processes, and the psadaalization of public
agencies.

c. Program strategies seek to improve the quality ap@ntity of public
services and the objectives of state activitiegyTihclude reduction of state
intervention and the regulation and eliminatioreatessive bureaucracy

Adapun penjelasan diatas dapat diartikan sebagg Teaksi strategis

utama yang dibedakan atas:
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1. Strategi fiskal berusaha untuk mengurangi pengefuadan biaya tetap
menjaga pelayanan publik pada tingkat yang adackéemengandalkan pada
perubahan struktur internal dari rasionalisasi g¢emampingan. Mereka
memiliki sedikit dampak langsung pada warga sebpgaerima pelayanan
publik, tetapi mereka lakukan untuk mempengarulgap&i sipil sebagai
anggota lembaga-lembaga publik.

2. Strategi Struktural berusaha untuk meningkatkandyktvitas lembaga-
lembaga publik tanpa biaya meningkat. Mereka bes&otrasi pada
pengaturan struktural, pengambilan keputusan, prosperasi, dan
profesionalisasi lembaga-lembaga publik.

3. Strategi program berusaha untuk meningkatkan lagalidan kuantitas
pelayanan publik dan tujuan kegiatan negara. Hasebait termasuk
pengurangan intervensi negara dan peraturan daihapuasan birokrasi yang
berlebihan.

Reformasi akan dapat berjalan dengan efektif hgikgadidesain dengan
tepat yakni mempertimbangkan dan melibatkan linglmndimana reformasi itu
dilaksanakan. Dalam kenyataannya reformasi seergdi baik secara langsung
ataupun tidak langsung dengan kejadian yang a@#iti#is organisasi. Reformasi
administrasi negara dapat dipandang sebagai bagiarreformasi masyarakat.
Hal ini dikarenakan birokrasi dan organisasi pentahi merupakan bagian dari
sistem yang lain seperti sistem politik, sosial dal ekonomi dan sebagainya.
Terjadinya perubahan dalam tubuh birokrasi dan &arganya, pasti sebagai

akibat dari perubahan yang terjadi pada sistem yaimg Sesuai dengan arah
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kebijakan dalam GBHN 1999, Wijayati (2007: 184-18ig¢nganalisa terdapat
lima langkah strategi kebijakan atau konsep yamatdditempuh sebagai upaya
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, ahar:

Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

Pembenahan kelembagaan dan ketatalaksanaan pguakenegara
Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penyalengggara

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Dimensi manusia, dukungan dan komitmen dari pemimpbplitik,
lingkungan sosial dan ekonomi, waktu yang tepa, @asedianya sumber
daya baik dana maupun tenaga untuk menunjang kabkenn reformasi
admnistrasi negara.

LIS S

C. Pemerintah Daerah
1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah menurut Indradi (2008;4) uyail) sistem
menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kefmdgsial, ekonomi dan
politik suatu negara atau bagian-bagiannya; (2¢lsekpok orang yang bersama-
sama memikul tanggungjawab terbatas untuk mengaunakekuasaan.
Sedangkan pemerintahaBdvernmentadalah segala urusan yang dilakukan oleh
negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rdkyatkepentingan negara
sendiri. Selanjutnya pengertian daerah adalah bladkmm publik sebagai wadah
pemerintahan daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa dsidor{1990) Istilah
Pemerintahan Daerah diartikan sebagai “pemerintgaag mewakili pemerintah
pusat di daerah dalam wilayah suatu negara.”

Selanjutnya, Wajong (dalam Indradi, 2008:16) menyehkstilah
pemerintah daerah(local authority) sebagai badan yang menjalankan

pemerintahan daerah, sedangkan pemerintahan dg@rahgovernmentadalah
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kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerahdd&arkan Undang-Undang
No0.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, gearg@emerintah Daerah
adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan peranglaerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Dari beberapa pendapat diatas, pengertian peneridterah terkait
dengan seberapa besar dan luas pendelegasian keaenpemerintah pusat
kepada daerah demi berbagai alasan dan pertimbhan§amakin besar
kewenangan yang diberikan kepada daerah, semakar pela peluang daerah
dapat menggali potensi yang ada untuk pembangulaanald sesuai dengan
kehendak masyarakatnya. Adapun tujuan dibentukeyaepntahan lokal/daerah

adalah agar penyelenggaraan pemerintahan negatdilayani dengan baik.

2.Desentralisasi

Dalam khazanah Inggris desentralisasi dapat diméndglam dua jenis
yang berbeda menurut Conyers (dalam Muluk, 200¢a#u devolutionyang
menunjuk pada kewenangan politik yang ditetapkararse legal dan dipilih
secara lokal; dadeconcentratioryang menunjuk pada kewenangan administratif
yang diberikan pada perwakilan badan-badan pemaérimusat. Sedangkan
desentralisasi menurut Undang-Undang No.32 Tahui# 2filalah penyerahan
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada dasmabm untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem &dgasatuan Republik
Indonesia. Selanjutnya Rondinelli dan kawan-kawdalam Muluk, 2006: 6)

lebih luas lagi dalam mengungkapkan jenis desesdsalyakni:
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a. Deconcentrationyaitu penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung
jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih abndalam kementerian
atau badan pemerintah;

b. Delegationyakni perpindahan tanggung jawab fungsi-fungdetdéu kepada
organisasi di luar struktur birokrasi reguler daanya dikontrol oleh
pemerintah pusat secara tidak langsung;

c. Devolution merupakan pembentukan dan penguatan unit-unit nitadean
subnasional dengan aktivitas yang secara subdtdresi@da di luar kontrol
pemerintah pusat;

d. Privatization yaitu memberikan semua tanggung jawab atas funggsi
kepada organisasi nonpemerintah atau perusahaastasyeng independen
dari pemerintah.

Akibat adanya desentralisasi maka munculah otondragi suatu
pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya ahadastilah dalam
keorganisasian yang secara sederhana di definisg@pagai penyerahan
kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemeamtalndonesia,
desentralisasi seringkali dikaitkan dengan sisteemgrintahan karena dengan
adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perupabedigma pemerintahan
di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di ,attahwa desentralisasi
berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, oton@arall merupakan
kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengaturméngurus daerahnya
sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuapéaerintah pusat. Jadi dengan
adanya desentralisasi, maka akan berdampak ppadd pembangunan daerah-

daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Agaiadaersebut dapat mandiri

dan secara otomatis dapat memajukan pembangunanalas

3.Konsep Otonomi Daerah
Hampir semua bangsa di dunia ini menghendaki adatyaomi, yang

pada hakekatnya merupakan hak untuk mengelola rtamgiganya sendiri tanpa
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ada campur tangan dan intervensi. Begitu pula depganerintah propinsi dan
kabupaten/kota pada suatu negara juga memerlul@momi. Otonomi diatur

dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang iRemiean Daerah yang

lalu diperbarui dengan Undang-undang No.32 Tahutv2@ntang Pemerintah
Daerah. Dalam UU No.22 Tahun 1999 sumber kewenadganah mencakup
kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, keguewenangan, yaitu

politik luar negeri, pertahanan keamanan, peraditaoneter dan fiskal, agama,
serta kewenangan lain. Enam kewenangan tersebuyadnéd@wenangan pusat
dan sisanya diserahkan kepada daerah. Dengan demidiaerah memiliki

kewenangan yang luas dan bulat. Luas artinya séeweanangan selain 6 urusan
tersebut merupakan kewenangannya sedangkan buliaiyaarperencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasannya menjadi tangguag j@merintah daerah.

UU No.32 Tahun 2004 merupakan revisi atas UU Nolahun 1999
dalam hal penyerahan kewenangan juga menganufpyasg sama dengan UU
No.22 Tahun 1999, yaitu menentukan secara jelagkamgan pemerintah pusat
dan menyerahkan sisanya kepada daerah yang didasifatas kewenangan
wajib dan kewenangan pilihan. Dengan demikian, atfaenemiliki kewenangan
yang luas dan bulat. Luas artinya semua kewenasgkain 6 urusan tersebut
merupakan kewenangannya. Dalam pengertian ini datfak lagi menunggu
penyerahan kewenangan dari pusat tapi bisa mengegkdra kewenangan
dimiliki berdasarkan UU tersebut sesuai dengan isbnid daerahnya. Sedangkan
bulat artinya bahwa dalam melaksanakan kewenangaug yelah diserahkan

tersebut mulai dari perncanaan, pelaksanaan dagap@sannya merupakan



28

tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya. Reaterpusat tidak lagi
mencampurinya. Pemerintah pusat hanya memberikagionpen, arahan,
bimbingan dan penentuan standarnya.

Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No.32mTabB04 adalah
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untukgater dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan mdstasatempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, swlgaj disebut daerah,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintdhan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri lz@kdes aspirasi masyarakat

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Pelayanan Publik
1.Pengertian Pelayanan Publik
Agung Kurniawan seperti yang dikutip dari Pasolo(@007:128)

mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemb@etayanan (melayani)
keperluan orang lain atau masyarakat yang mempuRgaentingan pada
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok danctata yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, menurut Sinambela (2008:5) pelayandntippadalah sebagai setiap
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadgpmsah manusia yang
memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalamtus kumpulan atau
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasiliaaterikat pada suatu

produk secara fisik.
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Definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nor@6rTahun 2004
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakah penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebupérarima layanan, maupun

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan @erguchdangan.

2.Klasifikasi Pelayanan publik
Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan fayas
pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMA2ngelompokan jenis
pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri ddat siegiatan serta produk
pelayanan yang dihasilkan, yaitu:

a. Pelayanan administratif adalah jenis pelayanan ydibgrikan oleh unit
pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambileputusan,
dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yamgraekeseluruhan
menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalkssmifikat, ijin-ijin,
rekomendasi, keterangan dan lain-lain. Misalnyasjgrelayanan sertifikat
tanah, pelayanan, IMB, Pelayanan administrasi kdydwkan (Kartu Tanda
Penduduk, akte kelahiran, dan akte kematian).

b. Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yangkdibesieh unit pelayanan
berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolaham badvavujud fisik
termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada kesislangsung (sebagai
unit atau individual) dalam suatu sistem. Misaljgais pelayanan listrik,
pelayanan airbersih, pelayanan telepon.

c. Jenis pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yaberildin oleh unit
pelayanan berupa sarana dan prasarana serta pEIyga
Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengiapetertentu dan pasti.
Misalnya pelayanan angkutan darat, laut, dan udagkyanan kesehatan,
pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanadpa kebakaran.

3.Asas pelayanan publik
Kepmenpan 63/2003 tentang Pedoman Umum Penyeler@ygBelayanan

Publik, menyebutkan asas pelayanan publik terths:a

a. Transparansi: bersifat terbuka, mudah dan dap&sekaoleh semua pihak,
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disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.

. Akuntabilitas: dapat dipertanggung jawabkan sesdangan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

. Kondisional: sesuai dengan kondisi dan kemampuanbpge dan penerima

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsiggpriefisiensi dan
efektiditas.

. Partisipasi: mendorong peran serta masyarakat dgb@myelenggaraan

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasiutkbln dan harapan
masyarakat.

. Kesamaan hak: tidak diskriminatif dalam arti tid@lembedakan suku, ras,

agama, golongamender dan status ekonomi.
Keseimbangan hak dan kewajiban: pemberi dan peaepelyanan publik
harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masingpiha

Selanjutnya menurut Perda Jatim No.11 pasal 2 T&00b disebutkan asas

penyelenggaraan pelayanan publik terdiri atas:

a. Asas Kepastian Hukum;
b. Asas Keterbukaan;

c. Asas Partisipatif;

d. Asas Akuntabilitas;

e. Asas Kepentingan Umum;
f. Asas Profesionalisme;

g. Asas Kesamaan Hak;

h. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban;
i. Asas Efisiensi;

|- Asas Efektivitas;

k. Asas Imparsial.

4. Prinsip pelayanan publik

Pada Kepmenpan No0.63/KEP/M.PAN/7/2003 dijelaskara pientang

prinsip pelayanan publik, yaitu:

a.

Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, edudiipahami dan mudah

dilaksanakan

Kejelasan

1)Persyaratan teknis dan administratif pelayananikgubl

2)Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggwaa dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhanflengsengketa
dalam pelaksanaan pelayanan publik;
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3)Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara peanaay

c. Kepastian Waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikamdilrun wakrtu yang
telah ditentukan.

d. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benartteia sah.

e. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan aas@n dan kepastian
hukum.

f. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejgbag ditunjuk
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan pianyelesaian
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanarkpubli

g. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralaga #an pendukung
lainnya yang memadai termasuk penyediaan saranaltgk telekomunikasi
dan informatika (telematika).

h. Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang naénmaddah dijangkau
oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknokdgkdmunikasi dan
informatika.

I. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopansadatun, ramah, serta
memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j-  Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, didediaruang tunggu yang
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah danatseserta dilengkapi
dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti pailet, tempat ibadah
dan lain-lain.

5. Standar Pelayanan Publik
Standarpelayanan memiliki arti yang sangat penting, karereaupakan
suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk maikad pelayanan dengan
suatu kualitas tertentu, sesuai dengan harapapdraranasyarakat dan
kemampuan penyelenggara pelayandenetapan standar pelayanan yang

dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelag@an identifikasi penerima

layanan, identifikasi harapan penerima layanan,urpasan visi dan misi
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pelayanan, analisis proses dan prosedur, saranpredaarana, waktu dan biaya

pelayanan.

Sebagai salah satu standar pelayanan mutu untullgpedalah IWA 4,

2005 (International Workshop Agreement 4) (dalanuksly 2010:22-23), yang

mengadopsi sistem manajemen 1SO-9001:2005 untulatddiperapkan secara

spesifik di Pemda. Inti dari sistem manajemen nadtalah 8 prinsip Manajemen

Mutu, yaitu:

> @mopoop

Fokus kepada pelanggaBustomer Focus

Kepemimpinanl(eadership;

Partisipasi setiap oranghyolvement of Peop)g

Pendekatan proseBrocess Approagh

Pendekatan sistem pada manajengystem Approach to Managemjent
Perbaikan berkelanjuta@ntinual Improvemejit

Pendekatan faktual untuk pengambilan keputudgactgal Approach to
Decision Making;

Hubungan saling menguntungkan dengan pemasikpplier Mutually
Beneficial Relationship

Pada Kep.Men.PAN Nomor 58 Tahun 2002 dijelaskanvbaimdikator

citra pelayanan prima meliputi :

Kesederhanaan prosedur pelayanayang terdiri darivariable prosedur
tetap/standar operasional pelayanan dan persygralayanan;

Keterbukaan informasi pelayanaryang terdiri darivariable informasi
pelayanan, media atau petugas, serta media pengddoaaran;

Kepastian pelaksanaan pelayanamencakupvariable waktu pelaksanaan
pelayanan dan biaya pelayanan;

Mutu produk pelayangnmeliputi variable produk pelayanan administratif,
barang dan jasa serta keluhan terhadap mutu ppelaianan;

Tingkat profesional petugas mencakup praktek kepemimpinan dan
pengendalian (supervisi) serta sikap para petugasmd memberikan
pelayanan;

Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen layy mencakup tertib
administrasi pelayanan, penggunaan sarana kerggygmen, visi, misi dan
motto/kiat-kiat, pembagian tugas, wewenang dangangjawab, kebijakan
pembinaan SDM Aparatur;

Kelengkapan sarana dan fasilitas pelayanareliputi sarana pendukung
pelayanan dan fasilitas penunjang lingkungan sedng kerja pelayanan.
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E. Perizinan
1.Pengertian Perizinan

Utrecht (Sutedi, 2010:167) memberikan pengertiaizjp@n dalam bahasa
belanda vergunning sebagai berikut: “Bilamana pembuat peraturan tidak
umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masihmeyaperkenankannya asal
saja diadakan secara yang ditentukan untuk masasijao hal konkret, maka
perbuatan administrasi negara yang memperkenardduatan tersebut bersifat
suatu izin (vergunning) lzin (vergunning) merupakan suatu persetujuan dari
penguasa berdasarkan undang-undang atau peratena@riptah untuk dalam
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentasangan peraturan
perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan seldigpensasi atau pelepasan/
pembebasan dari suatu larangan.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bemlaksanaan fungsi
pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimdleh Pemerintah terhadap
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatizifan dapat berbentuk
pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuarakdan izin untuk melakukan
sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki ataeragh suatu organisasi
perusahaan atau seseorang sebelum yang bersanglagan melakukan suatu
kegiatan atau tindakan (Sutedi, 2010:168).

Bagir Manan (dalam Sutedi, 2010:170) menyebutkamvbaizin dalam
arti luas berarti suatu persetujuan dari penguesdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan pérbuatan tertentu
yang secara umum dilarang. Dengan memberi izingymesa memperkenankan
orang yang memohonnya untuk melakukan tindakarakia tertentu yang

sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingaim yang mengharuskan

adanya pengawasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa n@rupakan suatu
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persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasankalang-undang atau

peraturan pemerintah untuk melakukan tindakan-kada tertentu yang

sebenarnya dilarang.

2.Sifat izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabatbatan tata usaha

negara yang berwenang, yang isinya atau substansieynpunyai sifat sebagai

berikut:

a.

Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputuatan usaha negara yang
penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hulemolis serta organ yang
berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan ydmegar dalam
memutuskan pemberian izin.

Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputussa usaha negara yang
penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertldn tidak tertulis serta
organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasadagawewenangnya
tergantung pada kadar sejauh mana peraturan pegHutdaangan
mengaturnya. Misalnya, dan izin yang bersifat tgrikdalah IMB, izin HO,
izin usaha industri, dan lain-lain.

Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izingysinya mempunyai
sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izimg yaersifat
menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titikap yang memberi
anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yaergangkutan

diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yandk tmlkan ada tanpa
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keputusan tersebut. Misalnya, dari izin yang mehgugkan adalah SIM,

SIUP, dan lain-lain.

. lzin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yengya mengandung
unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuamtkete yang berkaitan
kepadanya. Di samping itu, izin yang bersifat memati@n merupakan pula
izin yang memberi beban kepada orang lain atau amaksgt sekitarnya.

Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu

. lzin yang segera berakhir, merupakan izin yang raegkut tindakan-

tindakan yang akan segera berakhir atau izin yaaganberlakunya relatif
pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB)ngahanya berlaku

untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bamgsel@sai didirikan.

Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang yaegkut tindakan-

tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunydifridana, misalnya izin

usaha industri dan izin yang berhubungan dengaghuimgan.

. lzin yang bersifat pribadi, merupakan izin yangysi tergantung pada sifat
atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalngay mengemudi (SIM).

. lzin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yangya tergantung pada

sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU, damkain.

3.Elemen pokok perizinan
Beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:

. Wewenang
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Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menian fungsi
pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didaspdda wewenang yang
diberikan oleh peraturan perundang- undangan yarighku.

b. 1zin Sebagai Bentuk Ketetapan
Tugas dan kewenangan Pemerintah untuk menjagaikatedan keamanan
merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tdipprtahankan. Dalam
rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintabrikiim wewenang
dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengatimamuncul beberapa
instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa ingdiidl dan konkret, yaitu
dalam bentuk ketetapan.

c. Lembaga Pemerintah
Lembaga Pemerintah adalah lembaga yang menjalammkaan pemerintahan
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Mah Sjahran Basah
(dalam Sutedi, 2010:181) dari penelusuran berbadatentuan
penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui batula dari administrasi
negara tertinggi (presiden) sampai dengan admasistnegara terendah
(lurah) berwenang memberikan izin.

d. Peristiwa Konkret
Peristiwa konkret yang dimaksud merupakan peristj@ag terjadi pada
waktu tertentu,orang tertentu, tempat tertentu, tda hukum tertentu.
Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengeeragaman
perkembangan masyarakat, izin pun dimiliki berb&gaagaman.

e. Proses dan Prosedur
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Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi puwspelayanan perizinan,
proses penyelesaian perizinan yang merupakan praogsesnal yang
dilakukan oleh aparat atau petugas. Dalam settegptan pekerjaan tersebut,
masing-masing pegawai dapat mengetahui peran massmg dalam
proses penyelesaian perizinan.
f. Persyaratan
Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi pkihohon untuk
memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan pewizitersebut berupa
dokumen kelengkapan atau surat-surat.
g. Waktu penyelesaian Izin
Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh mstgang bersangkutan.
Mulai dari waktu penyelesaian yang ditetapkan segaat pengajuan
permohonan, sampai dengan penyelesaian pelayanan.
h. Biaya Perizinan
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang tdfkan dalam proses
pemberian izin. Penetapan besaran biaya pelayamapdrlu memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
1)Rincian biaya harus jelas untuk setiap perizinahusksnya yang
memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaangukuran, dan
pengajuan;
2)Ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atamperhatikan
prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-gauan

I. Pengawasan Penyelenggaraan lIzin
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Kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan gdemerintah dituntut

untuk lebih baik. Antisipasi terhadap tuntutan pafean yang baik membawa
suatu konsekuensi logis bagi pemerintah untuk mekare perubahan-

perubahan terhadap pola budaya kerja aparatur pgaierSebagai upaya
melakukan perubahan tersebut telah lahir UndangabigmdNo.25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik yang dalam Pasal 39 ayanéngamanatkan agar
masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pelayanaik pu

Dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tenRadpman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik dikemukakan balpeagawasan

pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkanitasapenyelenggaraan
pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah dideriarahan mengenai
prinsip-prinsip pelayanan perizinan, yaitu antaia lprinsip kesederhanaan,
kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan,tal@ggung jawab serta
kedisiplinan. Untuk menerapkan prinsip-prinsip pal@an perizinan tersebut
memerlukan suatu dukungan pembuatan kebijakan dengzlaksanakan

Pengawasan Melekat di seluruh unit kerja pemerint&engertian

Pengawasan Melekat berdasarkan Instruksi PresidenoN1 Tahun 1989

tentang Pedoman Pengawasan Melekat merupakan leei@mgegiatan yang
bersifat sebagai pengendalian yang terus-meneilakuklan oleh atasan
langsung terhadap bawahannya, secara preventif gmesif agar

pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan ssfe&td dan efisien sesuai
dengan rencana kegiatan dan peraturan perundaragend yang berlaku.

Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa
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1)Pengaduan
Setiap pimpinan unit penyelenggara pelayanan pearzi wajib
menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat mengetidakpuasan
dalam pemberian pelayanan izin sesuai kewenanganiyauk
menampung pengaduan masyarakat tersebut, unitgmelayperizinan
harus menyediakan loket atau kotak pengaduan ddmadm sarana
pengaduan lainnya dalam menyelesaikan pengaduanyaraiat.
Mekanisme penanganan pengaduan yang baik dan lemnermemenuhi
unsur-unsur antara lain:
a) Penentuan prioritas pengaduan yang masuk ke |aieet kotak
pengaduan dan berbagai sarana pengaduan lainnya;
b) Adanya prosedur penyelesaian pengaduan;
c) Adanya pejabat/petugas yang secara khusus bertaggawab atas
pengaduan;
d) Adanya standar waktu penyelesaian pengaduan.
2)Sengketa
Apabila penyelesaian pengaduan tersebut oleh pemakeu pihak yang
dirugikan akibat dikeluarkannya izin, maka dapdtldikan penyelesaian
melalui jalur hukum, yakni melalui mediasinbudsmanatau ke pengadilan
untuk menyelesaikan sengketa hukum perizinan tatseb

k. Sanksi
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Sebagai produk kebijakan publik, regulasi dan ddesy perizinan di

Indonesia ke depan perlu memperhatikan materi samdisgan kriteria

berikut.

1) Disebutkan secara jelas terkait dengan unsur-upanog dapat diberi
sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan.

2) Jangka waktu pengenaan sanksi disebutkan.

3) Mekanisme pengguguran sanksi.

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi pembe harus tertuang
dalam regulasi dan deregulasi perizinan di IndeneBialam hal ini juga
harus diperhatikan hal-hal berikut:

1)Tertulis dengan jelas.

2)Seimbang antar para pihak.

3)Waijib dipenuhi oleh para pihak.

4.Fungsi dan Tujuan pemberian izin

. Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi ya#lnagai fungsi penertib

dan sebagai fungsi pengatur.
1) Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin aet|p izin atau
tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiadaganakat lainnya

tidak bertentangan satu sama lain, sehingga Kedertdalam setiap segi

kehidupan masyarakat dapat terwujud.
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2) Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizyearg ada dapat
dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehintigg& terdapat
penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengata Kkain, fungsi
pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsig ydimiliki oleh
pemerintah.

. Tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pedgban daripada

aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimdadentuannya berisi

pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh lbai§g erkepentingan
ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain ijuariudari perizinan itu
dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1) Dari sisi pemerintah, yaitu untuk melaksanakan tpeaa dan sebagai
sumber pendapatan daerah.

2) Dari sisi masyarakat, yaitu untuk adanya kepagtigtum, kepastian hak,
dan untuk memudahkan mendapat fasilitas. Apabilagim@an yang

didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah degrat fasilitas.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sisiemdan teratur
untuk melakukan penelitian dengan menggunakan garbdisiplin ilmu
pengetahuan guna memecahkan, menemukan, mengerabatagk mengacu
masalah yang diteliti agar memperoleh hasil darulggran yang dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sedangkars Jsmelitian yang
dipakai dalam penelitian ini adalah jenis pena@iitideskriptif dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiy¢2@09:1), Metode
Penelitian Kualitatif merupakan metode penelitisany digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebalgavannya adalah
eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instnurkenci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara trianggulasiufuzdm), analisis data
bersifat induktif, dan hasil penelitian kualita&gbih menekankan makna dari
pada generalisasi.

Metode kualitatif menurut Miles dan Huberman (DalBasrowi dan
Suwandi, 2008; 22) yakni berusaha mengungkap barbeeunikan yang
terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat ataganisasi dalam
kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci,ardal dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulis mbnpiéinelitian deskriptif

dengan pendekatan kualitatif karena menghasilkatusuraian mendalam

42
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tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yangtdd@amati dari suatu
individu sehingga dapat memberi rincian yang kohpleentang fenomena

yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

. Fokus Penelitian

Tujuan dalam menentukan fokus penelitian adalalhukumbemberi
batasan terhadap permasalahan yang akan ditgitipgenelitian ini nantinya
tidak akan membias atau meluas.

Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Reformasi administrasi yang dilakukan pemerintah bufaten
Probolinggo pada Kantor Penanaman Modal dan Pamijipang terdiri
dari:

a. Struktur yang terdiri atas:
1) Tugas pokok
2) Fungsi
b. Prosedur yang menyangkut:
1) Mekanisme
2) Persyaratan
3) Biaya
4) Ketepatan waktu
c. Tingkah laku yang terdiri atas:
1) Kedisiplinan

2) Keramahan
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3) Kesopanan
d. Sarana dan Prasarana
1) Ruang tunggu
2) Kelengkapan peralatan kerja
3) Toilet
4) Tempat parkir
2. Dampak Reformasi Administrasi Pemerintah Daerahhatdap
pelayanan perijinan pada Kantor Penanaman Modal Barjinan
Kabupaten Probolinggo:
a. Kesederhanaan
b. Kejelasan
c. Akurasi

d. Keamanan dan Kenyamanan

C. Lokasi dan Situs Penelitian
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat dangpeneliti

melakukan penelitian terhadap obyek yang akanitilitdlri lokasi penelitian
inilah nantinya akan didapat data dan informaskdiégan dengan masalah yang
akan diteliti. Dalam upaya pengambilan data daimkesbungan observasi, maka
lokasi penelitian yang hendak diteliti terletak H#iabupaten Probolinggo.
Dipilihnya lokasi ini karena Kabupaten Probolinggemiliki keaneka ragaman
potensi dan letak geografis yang sangat stratedfis,ypada jalur pantura dan jalur

Jawa-Bali dimana menguntungkan bagi investor-imres¢hingga menjadi daya
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tarik untuk menanamkan modalnya dan untuk masyanrakag ingin membuka
usaha sendiri. Hal ini merupakan prospek sangaihcelan menjanjikan jika
diolah dan ditangani dengan baik. Selain itu banyadustri di Kabupaten
Probolinggo hal ini menunjukkan bahwa para invegakin dengan keberhasilan
usaha maupun pembangunan di Probolinggo, dan tetepsbut merupakan
lokasi yang berkaitan langsung dengan proses refrmdministrasi dimana
peneliti mengambil judul.

Situs penelitian  merupakan tempat peneliti  mengngkeeadaan
sebenarnya dari objek yang diteliti sehingga dataidformasi yang akurat serta
diperlukan dapat diperoleh. Maka situs penelitimmgy dipilih peneliti adalah
Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Kabupatendir@go yang terletak di
JI. Raya Dringu, No. 45 Probolinggo, dimana lokessebut merupakan tempat

berbagai macam pelayanan perijinan dalam satu atap.

D. Sumber Data
Sumber data yang mendukung jawaban permasalaham dagnelitian
dengan cara sebagai berikut:
1. Sumber data primer
Yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber primigeroleh melalui
responden yaitu pejabat maupun pegawai serta na&tarpengguna
pelayanan perizinan yang memberikan data berupa-Keah atau kalimat
pernyataan di Kantor Penanaman Modal Dan Perijindabupaten

Probolinggo. Adapun wawancara dan observasi kepagala kantor dan
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pegawai dari kantor penanaman modal dan perijinabuldaten Probolinggo
serta masyarakat pengguna pelayanan perizinaninHdimaksudkan untuk
menggali informasi yang berkenaan dengan proseskssmhaan reformasi
administrasi pemerintah daerah dalam pelayananjinaeri pada Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo
2. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatanupuokakalah, dan lain-
lain terutama yang berkaitan dengan permasalahaelifign. Data yang lain
juga didapat dari arsip, sebagai sumber data dédantuk dokumen, data
statistik, media cetak maupun elektronik dan nasiegkah yang telah tersedia
dalam lembaga atau instansi yang berhubungan ddolas dalam penelitian
yang ada pada Kantor Penanaman Modal dan PerijiKabupaten

Probolinggo.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah teknik atau carg gégunakan peneliti
dalam mencari dan memperoleh data. Dalam pengumpdéa penelitian,
penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara mendalam secara umum adalah proses nuetmpketerangan
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawalbgdrartatap muka antara
pewawancara dengan informan atau orang yang diwcasain dengan atau

tanpa menggunakan pedom@uide) wawancara. Adapun dalam penelitian
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ini wawancara akan dilakukan kepada kepala kapewawai dan masyarakat
pengguna pelayanan perizinan di kantor penanamasalnmaan perijinan

Kabupaten Probolinggo.

. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan kesehaw@amusia dengan
menggunakan pancaindra mata sebagai alat bant@auoyanselain pancaindra
lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dantkWdfiarena itu observasi
adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan petiagaya melalui
hasil kerja panca indra mata serta dibantu dermmrca indra lainnya.
Observasi ini akan dilakukan pada Kantor Penanakhatial dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo dengan melihat langsung prgssrizinan yang

terjadi.

. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu merupakan dokumen resmp y®rbagi atas

dokumen interen dan eksteren. Dokumen interen dagrapa pengumuman,
instruksi, aturan lembaga untuk lapangan sendpeierisalah atau laporan
rapat, keputusan pemimpin kantor, konvensi yaittidsaan-kebiasaan yang
berlangsung disuatu lembaga dan sebagainya. Seafamigikumen eksteren
berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan silmmbaga, seperti

majalah, buletin, berita-berita yang disiarkan kedra massa, pengumuman

atau pemberitahuan.
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F. Istrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitiaang terpenting adalah
peneliti itu sendiri. Hal ini dikarenakan peneliiemiliki peran yang sangat
penting dari awal hingga akhir penelitian. MenuRrastowo (2011:43) hanya
manusia sebagai instrumen dapat memahami makneaksieantar-manusia,
membaca gerak muka, serta menyelami perasaan ldagamg terkandung dalam
ucapan atau perbuatan responden. Selain itu instrinstrumen lain yang
dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya adalah
1. Buku catatan

yaitu digunakan sebagai catatan dalam wawancargunaiari pengamatan

lapangan.
2. Pedoman wawancara

digunakan dalam melakukan wawancara kepada paranian.
3. Koneksi Internet.

Peneliti mendapatkan data-data yang berhubungagadepenelitian ini

melalui situs-situs internet yang terkait dengametigan ini.

G. Analisis Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2009:88), Analideta kualitatif
adalah upaya vyang dilakukan dengan jalan bekerjangade data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadiasayang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,rm#as apa yang penting

dan apa yang dapat diceritakan kepada orang laerdaBarkan penelitian
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kualitatif Spradley yang dikutip dari Sugiyono (20®9-116) membagi analisis
data dalam tahapan penelitian kualitatif, yaitu:

1) Analisis Domain

2) Analisis Taksonomi

3) Analisis Komponensial

4) Analisis Tema Kultural

Dari beberapa tahapan analisis data yang disajamadley, maka peneliti

memilih yang pertama yakni analisis domain yangdikan sebagai analisis data
pada penelitian yang dilakukan.

Analisis Domain yaitu memperoleh gambaran yang umuian
menyeluruh dari obyek/peneliti atau situasi sodiatemukan berbagai domain
atau kategori. Diperoleh dengan pertanyagnand dan minitour. Peneliti
menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untoklpi@n selanjutnya. Dalam
analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalamasih dipermukaan,
namun sudah menemukan domain-domain atau kategorsitasi sosial yang
diteliti.

Suatu domain adalah merupakan kategori budaylute category}erdiri
atas tiga elemen yaitwover term, included termslan semantic relationship.
Cover termadalah nama suatu domain budapaluded termnama-nama yang
lebih rinci yang ada dalam suatu kategori. Elemetiglk dari seluruh domain
budaya adalah hubungan semantik antar kategoricdenubungan semantik ini

merupakan hal yang penting untuk menemukan berlogaain budaya.
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Kedudukan ketiganya dapat digambarkan sebagaiuterik

Cover term

I Semantic relationship I

Included term

Gambar 1 Elemen dalam domain

Menemukan domain dari konteks sosial/obyek yargjitlispradley dapat
dilakukan dengan menganalisis hubungan semant# &ategori yang meliputi
sembilan tipe, bersifat universal yang dapat diganauntuk berbagai jenis situasi
sosial. Sembilan tipe hubungan semantik tersebatiahostrict inclusion(jenis),
spatial (ruang), cause effect(sebab akibat)rationale (rasional),location for
action (lokasi untuk melakukan sesuatdynction (fungsi), means-end(cara

mencapai tujuangequencgurutan),attribution (atribut).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo
a. Sejarah

Ketika seluruh Wilayah Nusantara dapat dipersatukdawah kekuasaan
Majapahit tahun 1357 M (1279 Saka). Patih Gajah atathh dapat mewujudkan
ikrarnya dalam Sumpah Palapa, menyambut keberhasilaRaja Hayam Wuruk
berkenan berpesiar keliling negara. Perjalanan ilmahhini terlaksana pada tahun
1359 M (1281 Saka).

Menyertai perjalanan bersejarah ini, Empu Praparocaang pujangga ahli
sastra melukiskan dengan kata-kata, Sang BagirmlauRiayam Wuruk merasa
suka cita dan kagum, menyaksikan panorama alam gsangat mempesona di
kawasan yang di singgahi ini. Masyarakatnya ramampat peribadatannya
anggun dan tenang, memberikan ketentraman dan lkeégaserta mengesankan.
Penyambutannya meriah aneka suguhan disajikan, oenidaginda bersantap
dengan lahap. Taman dan darma pasogatan yang elmiaipmenyebabkan Sang
Prabu terlena dalam kesenangan dan menjadi betah.

Ketika rombongan tamu agung ini hendak melanjugganalanan, Sang
Prabu diliputi rasa duka cita, bercampur banggaeika Sang Prabu Maha Raja
junjungannya berkenan mengunjungi dan singgah rberlama di tempat ini.

Sejak itu warga di sini menandai tempat ini dengabutan Prabu Linggih.

51
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Artinya tempat persinggahan Sang Prabu sebagai fegonng. Sebutan Prabu
Linggih selanjutnya mengalami proses perubahan beggga kemudian berubah

menjadi Probo Linggo. Maka sebutan itu kini menjadibolinggo.

b. Kondisi Geografis

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupateg terletak di
Provinsi Jawa Timur berada pada posisi 112°5022302 Bujur Timar (BT) dan
7°40’ - 8°10’ Lintang Selatan (LS), dengan luasayéh sekitar 169.616,65 Ha
atau + 1.696,17 km? atau 1,07 % dari luas daraaanaltan Propinsi Jawa Timur
termasuk didalamnya kawasan pulau Giliketapang aemgas wilayah 0,6 km?2.
Wilayah Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan:
- Sebelah Utara: Selat Madura
- Sebelah Timur: Kabupaten Situbondo dan Kabupagerber
- Sebelah Barat: Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan: Kabupaten Lumajang dan Kabup4déang
Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapata Otonom yaitu Kota
Probolinggo. Adapun pembagian wilayah administradécara yuridis formal
dibentuk dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun T@sfang Pembentukan
Daerah — daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propavea Timur, yang terdiri
dari 24 Wilayah Kecamatan, 325 Desa dan 5 Kelurai@880 Dusun, 1.642
Rukun Warga (RW) dan 5.964 Rukun Tangga (RT). Raldan 2009 Kecamatan
Kraksaan telah diajukan sebagai Ibukota Kabupatehdinggo Kepada Menteri

Dalam Negeri melalui Keputusan Dewan Perwakilany@albaerah Kabupaten
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Probolinggo Nomor 03 Tahun 2009 tentang Persetujeanetapan Kraksaan

Sebagai Ibukota Kabupaten Probolinggo.

Secara topografi Kabupaten Probolinggo mempunyé&cici fisik yang
menggambarkan kondisi geografis terdiri dari dataendah pada bagian Utara,
lereng-lereng gunung pada bagian Tengah dan daiagmi pada bagian Selatan
dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tgaafy berbeda. Bentuk
permukaan daratan di kabupaten Probolinggo dilkasikan atas tiga (3) jenis,
yaitu:

1) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan keting@ian100 m diatas
permukaan air laut, daerah ini membentang di sapgnpantai Utara mulai
dari Barat ke arah Timur.

2) Daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100001m diatas permukaan
air laut, daerah ini terletak di wilayah bagian gan sepanjang kaki Gunung
Semeru dan Pegunungan Tengger serta pada bagiendiftabagian Timur
sekitar Gunung Lamongan.

3) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.0@armpermukaan air
laut, daerah ini terletak di sebelah Barat Dayauyaekitar Pegunungan
Tengger dan di sebelah Tenggara yaitu disekitanfeggan Argopuro.

Lokasi Kabupaten Probolinggo yang berada di sekitar ddrégulistiwa
menyebabkan daerah ini mengalami perubahan iklianjeuis setiap tahun, yaitu
musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kauméerkisar pada
bulan April hingga bulan Oktober dengan rata-rateals hujan £ 29,5 mm per

hari hujan, sedangkan musim penghujan dari bulatoliek hingga bulan April
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dengan rata-rata curah hujan = 229 mm per harinh@arah hujan yang cukup
tinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengaretMgengan rata-rata + 360
mm per hari hujan. Melihat rentang curah hujan yeasamgat besar perlu
diwaspadai timbulnya banjir pada bulan-bulan dengarah hujan tertinggi.
Diantara dua musim tersebut terdapat musim panaayahg biasanya ditandai
dengan tiupan angin kering yang cukup kencang \aepembus dari arah

Tenggara ke arah Barat Laut atau biasa disebuinXBgnding.

c. Gambaran Umum Demografis

Wilayah Kabupaten Probolinggo adalah daerah pa@ag sangat asri
seperti Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, &aar Kraksaan, Paiton, dan
terdapat Wisata Pantai Pasir Putih dengan Panolieanadan Terumbu Karang.
Sedangkan daerah pegunungan berpotensi untuk, mpbaggan sektor
perkebunan dengan berbagai komoditinya. Sebdugaar penduduk Kabupaten
Probolinggo terdiri dari suku Madura dan Jawa yingenal ulet dalam berusaha,
terbuka, kekeluargaan dan taat beribadah, yang nitegyderagama Islam dan
didukung oleh adanya keberadaan Pondok Pesantrentgesebar di beberapa
Kecamatan. Sedangkan di Kecamatan Sukapura danesuerbapat kelompok
penduduk yang mempunyai sifat sosial dan budaya, ki@itu suku Tengger
dengan sebagian besar penduduknya beragama Hindu.

Dari hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistiupaen Probolinggo
Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggmesar 1.096.244 jiwa,

dengan komposisi 534.986 jiwa penduduk laki-lakn &%1.258 jiwa penduduk
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perempuan. Jumlah penduduk untuk tiap kecamataat dihat pada lampiran.
Adapun rincian jumlah penduduk terdiri dari juml&NS di Pemerintahan
Kabupaten Probolinggo secara keseluruhan berjutt®e886 orang. Jumlah guru
TK pada tahun 2011 yakni 2.742 orang, jumlah gutus8jumlah 7509 orang,
guru SLTP sejumlah 2.697, serta jumlah guru SLTA 88K sejumlah 66 orang.
Jumlah tenaga medis 924 orang, jumlah tenaga nalismé&3 orang. Selain itu

Jumlah penduduk miskin penerima kartu kesehatamdaih 471.194 orang.

d. Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan gamtdaraaktifitas
pereknomian masyarakat di daerah yang juga diguna&bagai salah satu tolok
ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Bekdasedikator PDRB Atas
Dasar Harga Konstan pertumbuhan ekonomi selamankuaktu 5 (lima) tahun
menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2004 pertuminybhasebesar 4,45% dan
pada tahun 2005 menurun menjadi 4,43%. Untuk sdlayg pada tahun 2006
pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,69%. Palant 2007 pertumbuhan
ekonomi mencapai 5,97%. Pada tahun 2008 PDRB KadnipRrobolinggo
diperkirakan mencapai 6%. Meningkatnya laju pertuh@m ekonomi tersebut
memberikan dampak terhadap nilai pendapatan mastakdal ini menunjukkan
bahwa naiknya pertumbuhan ekonomi juga berdampgiadap peningkatan

pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Pngiol
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Tabel 2 Data Kumulatif Investasi di Kabupaten Ptiviggo

Jenis Investa 2007 200¢ 200¢
PMDN
(Penanaman 295,887 M 317,150 M 533,109 M
Dalam Negeri)
(Pezgﬂrf;lman 4,304 M 5,504 M 5,506 M
Modal Asing) {0 (D)) &0

Sumber: Dokumen Kantor Penanaman Modal dan Penjingabupaten
Probolinggo, 2011

Pada investasi, Kabupaten Probolinggo juga mengatemkembangan
yang baik dimana terjadi peningkatan dari tahun72€8mpai dengan 2009 baik
jenis investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDéN) Penanaman Modal
Asing (PMA).

Pembangunan sektor wisata yang meliputi pembangoiogek pariwisata
dan segenap fasilitasnya terus digalakkan oleh petak kabupaten dalam
rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerab)PDalam kurun waktu
tahun 2009, jumlah wisatawan yang berkunjung diufalben Probolinggo naik
dari 204.167 orang di tahun 2008 menjadi 209.14 @i tahun 2009. Tujuan
wisatawan sebanyak 31,9% ke Gunung Bromo, 31,8%akeai Bentar, 15,1% ke
Argo Sumberbendo dan 21,2% sisanya menyebar diaemigata Air Terjun

Mardakaripura, Pemandian Jabung Tirta, Ranu Roatijgdan Candi Jabung.

e. Kerajinan dan Produk Unggulan
Buah mangga merupakan salah satu komoditas unggll&abupaten
Probolinggo. Mangga dari Kabupaten Probolinggo memgpi keunggulan

dibanding mangga dari daerah lain, diantaranyayasg manis, tahan lama dan
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tekstur dagingnya lembut. Buah mangga ini dapdadimenjadi beberapa produk
mulai dari sirup mangga, selai mangga, manisan gamggga dodol mangga.
Ikan laut yang tersebar luas di perairan Paitorgdemelalui proses pengeringan
menghasilkan ikan asinlahan yang mampu menembus pasar lokal dan luar
daerah seperti Malang dan Tulungagung. SedangkedulrUnggulan yang
dihasilkan beraneka macam koleksi mulai dari jilbalmdern, sulam pita,
gantungan kunci, tempatand phonglompet, seni sulam serta batik khas

Probolinggo.

f. Pertanian dan Peternakan

Berdasarkan kondisi sumber daya alam yang adansataggulan daerah
Kabupaten Probolinggo masih didominasi oleh seg@tanian khususnya pada
tanaman pangan dan hortikultutura. Terbukti padauima2009 produksi padi
mencapai 298.456 Ton gabah kering giling (GKG),bdpadibandingkan dengan
produksi Tahun 2008 sebesar 296.324 Ton mengalemikan sebesar 2.132
Ton atau sebesar 0,72%. Selain itu potensi petamedkKabupaten Probolinggo
khususnya peternakan sapi perah yang tersebarcdinkaan Krucil populasinya
sebanyak 5.574 ekor sapi dengan produksi susua@b&ss.406 liter, populasi
sapi potong sebanyak 131.436 ekor dengan prodaksng sebesar 5.676.360 kg.
Sedangkan di jalur pantura mempunyai potensi peaika dengan hasil

penangkapan laut sebesar 9.417,80 ton, produkbitasebesar 3.056,80 Ton.
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g. Tempat Wisata

Kabupaten Probolinggo mempunyai beberapa tempatavesidalan antara lain:
1) Gunung Bromo

Gunung Bromo berada dikawasan pelestarian alam Tak@asional
Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan merupakan TamasioNal yang
spektakuler dan mudah dikunjungi diantara Tamariddat lainnya yang ada di
Indonesia yang terletak antara 1.000 — 3.676 naitdas permukaan air laut.
Gunung Bromo merupakan gunung aktif yang pada wiktantu mengeluarkan
asap. Pintu gerbang utama menuju ke Laut PasirGlamung Bromo melalui
Cemorolawang. Kawasan ini merupakan daerah wisatag ypaling ramai
terutama pada hari libur.
2) Pantai Bentar Indah

BentarIindah adalah obyek wisata pantai yang lokasinyletéde di tepi
jalan raya Surabaya — Banyuwangi, termasuk wildffatamatan Gending yang
jaraknya 7 kilometer dari Kota Probolinggo, keatahur. Tepatnya ditikungan
jalan raya, dimana diseberang jalan terdapat bukit.
3) Madakaripura

Madakaripura adalah suatu tempat kunjungan wisddaakberupa deretan
Air Terjun yang sentralnya mencapai ketinggian tsekP00 meter dari dasar
jeram. Lokasi Madakaripura berada 620 meter diggasiukaan air laut, tepatnya
di Desa Sapih, Kecamatan Lumbang tidak jauh datafapasir Bromo, hanya

sekitar 45 menit ke arah Probolinggo (ke Utara)niat penduduk setempat
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nama ini diambil dari cerita pada jaman dahulu, dtorPatih Gajah Mada
menghabiskan akhir hayatnya dengan bersemedi tjair ini.
4) Arung Jeram Pekalen

KabupaterProbolinggo memiliki tempat wisata minat khususupararena
arung jeram. Wisatawan dapat dengan mudah menilkdaedsnya Jeram Sungai
Pekalen dengan menempuh jarak 26 km dengan mabKd& Probolinggo atau
selama 30 menit ke arah Selatan. Tepatnya di Desa Eedang, Kecamatan
Tiris, Kabupaten Probolinggo. Sungai Pekalen tedrendiantara tiga kecamatan
berturut-turut yaitu Kecamatan Tiris, Kecamatan dtardan Kecamatan Gading
berketinggian 500 m dpl. Dengan tingkat kesulitarvariasi mulai grade |
sampai dengan grade Il plus dengan jeram seba@/gram.
5) Candi Jabung

Salah satu peninggalan sejarah dan purbakala Bofnggo ialah Candi
Jabung yang terletak di Desa Jabung Candi, KecanRd#don, sekitar 5 km dari
Kota Kraksaan. Ditinjau dari sudut arsitektur Caddbung sangat menarik,
karena bagian tubuhnya berbentuk bulat (silindangyberdiri diatas bagian kaki
candi yang bertingkat tiga berbentuk persegi. Sgkkm bagian atapnya
berbentuk stupa. Candi ini dibuat dari bahan batwam dengan ukuran, panjang
= 3,11 m, lebar = 9,58 m dan tinggi = 15,58 m. Carabung terletak pada
ketinggian 8 m diatas permukaan air laut. Berdasailetak pintu bilik candi
terletak disebelah barat, maka Candi Jabung terseboghadap ke barat. Pada
sisi barat masih terlihat bagian yang menjorok dgath merupakan bekas susunan

tangga naik memasuki candi.
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2. Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Prololinggo
a. Gambaran Umum

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan rpeate sesuai
dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintghbgik, terpenuhinya
hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanankpsétiara maksimal serta
mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakatmdadaningkatan kualitas
pelayanan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo sejakint 2008 membentuk
Kantor Penanaman Modal dan Perijinan dengan pelimmp&ewenangan proses
dan penandatanganan 12 perijinan kepada KepalaKBehanaman Modal dan
Perijinan Kabupaten Probolinggo. Sehingga dapat otemg jalur birokrasi dan
mempercepat proses pemberian pelayanan.

Pembentukan Kantor Penanaman Modal dan PerijinaPesherintah
Kabupaten Probolinggo berdasarkan pada Peraturaeraba Kabupaten
Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organidasi Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo. Adapun berghriKantor Penanaman
Modal dan Perijinan pada bulan Februari tahun 2088 kantor tersebut efektif
dalam melayani perijinan pada bulan Maret tahun 820Dokasi Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan terletak di JI. Rasiagu No.45 Kabupaten
Probolinggo. Jumlah Pegawai 22 Orang, yang tedtni 16 orang Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang pegawai honorerisJpelayanan perijinan yang
dilayani hingga saat ini terdapat 16 ijin yaitnljMendirikan Bangunan (IMB),
ljin Gangguan (HO), ljin Usaha Jasa Konstruksi @JJSurat ljin Pertambangan

Daerah (SIPD), Surat ljin Usaha Perdagangan (SID&)da Daftar Perusahaan
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(TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat ljin Us&amah Makan (SIURM),
Tanda Daftar Industri (TDI), ljin Reklame, ljin Usa Hotel, Surat ljin Usaha
Perikanan, Surat ljin Penangkapan lkan, Surat Bgmgolahan lkan, Surat ljin

Budidaya lkan, Surat ljin Usaha Bilyard.

b. Jenis Pelayanan yang diberikan

Pada Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 3 TahurB 2@@dapat 30
penyelenggaraan ijin. Namun pada Kantor PenanamadaMdan Perijinan
Kabupaten Probolinggo hingga saat ini masih terda@ain yang dilayani terdiri
dari:
1) ljin Mendirikan Bangunan (IMB)
2) ljin Gangguan (HO)
3) ljin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
4) Surat ljin Pertambangan Daerah (SIPD)
5) Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP)
6) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7) Tanda Daftar Gudang (TDG)
8) Surat ljin Usaha Rumah Makan (SIURM)
9) Tanda Daftar Industri (TDI)
10) ljin Reklame
11) ljin Usaha Hotel
12) Surat ljin Usaha Perikanan

13) Surat ljin Penangkapan lkan
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14) Surat ljin Pengolahan Ikan
15) Surat ljin Budidaya lkan

16) Surat ljin Usaha Bilyard

c. Visi dan Misi Organisasi

Sebagai salah satu unsur pelaksana PemerintahtD#&enator Penanaman
Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo bertanggawab untuk membantu
kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas Pemerikéddupaten Probolinggo
dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk menunjang niambantu dalam
mendukung keberhasilan pelaksanaan fungsi terskhantpr Penanaman Modal
dan Perijinan Kabupaten Probolinggo mempunyai désigan konsep pelayanan
administratif yang profesional, sebagai berikut:

“Terwujudnya Pelayanan Prima melalui PerijinanuS@intu serta Investasi yang
berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetalkarmisi Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggg menggambarkan
hal yang seharusnya dilakukan, sehingga hal yangihmterlihat abstrak
selanjutnya diwujudkan dalam bentuk misi.

Misi Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupa®eabolinggo
ditetapkan sebagai berikut:

1) Meningkatkan pelayanan prima aparatur pemerintatg ydidukung oleh
sumberdaya manusia (SDM), dana dan teknologi chnggig tepat guna.

2) Menerapkan standart operating prosedures (SOP)gen#erikan pedoman
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dalam melayani masyarakat dan sebagai panduan rbagyarakat yang
memerlukan jasa pelayanan.

Memfasilitasi peningkatan investasi baik investdsngsung (direct-
investment) maupun tidak langsung (indirect investth di daerah guna
mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas lapakgga, menekan
pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Menciptakan iklim investasi yang kondusif yang mnedag kebijakan
perbaikan iklim investasi yang terdiri dari programndakan, keluaran

(outpud dan sasaran wakttire fram@ untuk pencapaiannya.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Reformasi Administrasi yang dilakukan

Reformasi Administrasi Pemerintah Daerah dalam yaelan perijinan

yang dilakukan Kantor Penanaman Modal dan Perijidabupaten Probolinggo

yaitu terdiri atas:

a. Struktur

Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten dirmgo

merupakan sebuah kantor pemerintah Kabupaten Rrggol yang berwenang

mengurusi berbagai macam jenis perijinan yang dkak oleh masyarakat atau

suatu organisasi swasta di Kabupaten Probolingegile diberlakukan otonomi

daerah dimana pemerintah daerah diberikan wewete@mganggung jawab untuk

mengurusi pemerintahan daerah, terjadi perubahstensi pemerintahan yang
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dahulu pelayanan kepada publik banyak dikeluhkah olasyarakat maka terjadi
reformasi di berbagai aspek pelayanan publik. Saktlunya yaitu pelayanan
perijinan yang diberikan oleh Pemerintah KabupaRmobolinggo. Sebelum
berdirinya Kantor Penanaman Modal dan Perijinan ugalten Probolinggo
pengurusan ijin-ijin yang hingga sampai saat im 46 pelayanan perijinan, di
Kabupaten Probolinggo dalam mengurus 16 ijin tarsetasih tergabung dengan
dinas, lembaga, atau badan yang berkaitan. Sgpemntjurusan IMB di Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, HO di Badan Lingikan Hidup, IUJK di
Dinas PU Cipta Karya, SIPD di Disperindag, SIUPDinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag), TDP di Disperindag, TBisperindag, SIURM di
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, TDI di Disperindpag Reklame di Dinas
Pendapatan Daerah, ljin Usaha Hotel di Dinas Keyamia dan Pariwisata, ljin
Penangkapan lkan di Dinas Perikanan dan Kelaujan,Pengolahan lkan di
Dinas Perikanan dan Kelautan, ljin Budidaya |kanDdhas Perikanan dan
Kelautan, dan ljin Usaha Bilyard di Dinas Perikadam Kelautan.

Pelayanan publik saat ini dituntut untuk dapat menkian pelayanan yang
terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Penataamkelgaan pemerintah secara
efisien dan efektif sesuai kebutuhan daerah yahgrdpkan dapat mendukung
kelancaran dalam pelayanan masyarakat dan penggarbandaerah.
Penyempurnaan ketatalaksanaan secara makro teruyamg menyangkut
mekanisme dan tata kerja organisasi, pemerintaa pevsedur pelayanan umum.
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparagumepintah serta moralitas

dapat menunjukkan sebagai pengayom dan pelayaramaé&ay. Salah satu aspek
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reformasi administrasi pemerintah daerah dalamypakn perijinan adalah
perubahan struktur organisasi. Hal ini diperlukgarapelayanan perijinan yang
diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyasd@akin baik. Dengan
adanya perubahan struktur organisasi diharapkaanma@si pemerintahan bisa
semakin baik dalam menjalankan tugas dan fungsi@ghingga perlu dilakukan
berbagai perubahan seperti pengurangan bagianpat@mbahan bagian agar
tugas dan fungsi dari organisasi pemerintahanaeratpada pelayanan perijinan
dapat memberikan kualitas pelayanan yang maksiBetkaitan dengan hal
tersebut diatas Kepala Kantor selaku pimpinan KaR®nanaman Modal dan
Perijinan Kabupaten Probolinggo mempunyai peran tipgn dalam
mengimplementasikan sesuai tugas pokok dan funasiny
Bapak Hari selaku Subag Tata Usaha dan KepegawdiaKantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggmgenai hal tersebut
diatas mengatakan:
“Semenjak kantor Penanaman Modal dan Perijinan Baiteun
Probolinggo berdiri tahun 2008 hingga saat ini belada perubahan
struktur dan fungsi organisasi. Struktur dan fur@gjanisasi yang dipakai
berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor &8im 2008 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Penanaman Modal MEanjinan
Kabupaten Probolinggo. Struktur dan fungsi dariaoigasi yang masih
berlaku hingga saat ini dirasa cukup efektif dalaemberikan pelayanan
perijinan jadi belum ada perubahan karena padapsbtigian mempunyai
tugas dan fungsi yang jelas.” (Wawancara dilakupada tanggal 16
Januari 2012)
Lebih lanjut Bapak Hari selaku Subag Tata Usaha ldepegawaian di
Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupatendinggo mengatakan:
“Sebelum kantor ini berdiri, pelayanan perijinadakiukan oleh satuan

kerja (satker).Pengajuan perijinan yang dimintaholeemohon ijin
diproses oleh satker-satker yang menangani sesdandmya. Seperti
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pengurusan IMB dan IUJK dulu dilakukan di Dinas Rlipta Karya,
pengurusan HO di Badan Lingkungan Hidup, penguruSEsP, TDI,
TDG di Disperindag, pengurusan SIURM, ljin Usahadfidan Bilyard di
Dinas Pariwisata, ljin Reklame di Dispenda, sedangikengurusan Surat
ljiin Penangkapan, Pengolahan, dan Budidaya |kaskwkin di Dinas
Perikanan dan Kelautan.” (Wawancara dilakukan gadggal 16 Januari
2012)

Dalam memberikan arahan dan pedoman pelaksanaatuf@er Daerah

Kabupaten Probolinggo Nomor 10 tahun 2007 terseimaka dikeluarkan

Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 33 Tahun 2008atey Uraian Tugas dan

Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kalemp&robolinggo, maka

Kantor Penanaman Modal dan Perijinan mempunyaistygaskok membantu

Bupati melaksanakan sebagian urusan rumah tanggahddibidang penanaman

modal dan perijinan. Untuk melaksanakan tugas hetsé&antor Penanaman

Modal dan Perijinan mempunyai fungsi:

1) Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis, pelksalan pengendalian

bidang penanaman modal dan perijinan

2) Pembinaan dibidang penanaman modal dan pengelpéaginan

3) Penyelenggaraan perijinan, meliputi:

ljiin mendirikan Bangunan (IMB)

ljiin Gangguan (HO)

ljin Persetujuan Prinsip (Rekomendasi Lokasi)
ljin Hiburan

ljin Penutupan Sebagian Jalan

ljiin Reklame

ljin Pemakaian Kekayaan Daerah



ljiin Pemakaian Bedak/Kios milik Daerah
ljin Penambangan Bahan Galian

ljin Pemakaman

ljiin Pendirian/Operasional Super Market dan sejefas
ljin Prinsip Pendirian Rumah Sakit Swasta
ljiin Usaha Perikanan

Surat Penangkapan lkan

Surat Pengolahan lkan

Surat Budidaya Ikan

Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

ljin Usaha Industri (1UI)

Tanda Daftar Gudang (TDG)

ljiin Usaha Pariwisata

ljiin Usaha Hotel/Restoran dan sejenisnya
Surat Keterangan Rencana Kota

ljiin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

ljiin Perusahaan Peternakan Daerah
Tanda Daftar Peternakan Daerah
ljiinf/Tanda Daftar Perusahaan Penggilingan Padi
ljin Undian Berhadiah

Surat Persetujuan Penggunaan TKWNAP

ljin Persetujuan Pengerahan Tenaga Kerja

67
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Adapun Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal Raijinan

Kabupaten Probolinggo, terdiri dari:

1)
2)
3)
4)

5)

Kepala

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Penanaman Modal Daerah

Seksi Pelayanan dan Pemrosesan Perijinan
Seksi Pendataan dan Pelaporan

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanaksan umum,

perencanaan, kepegawaian, keuangan, penyusungraipralan pelaporan serta

perlengkapan dan rumah tangga. Untuk melaksanalgas,t Sub Bagian Tata

Usaha mempunyai fungsi:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Pengkoordinasian penyusunan program kerja, pengamman pengolahan
data serta pelaporan.

Pengelolaan urusan rumah tangga, kepegawaian,ngkalean, hubungan
masyarakat, protokol dan surat menyurat.

Pengelolaan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

Pengelolaan penatausahaan keuangan.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporamatayi

Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepalsdf sesuai tugas dan
fungsinya.

Seksi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas meksan sebagian

tugas dibidang penanaman modal. Untuk melaksantigas, Seksi Penanaman

Modal Daerah mempunyai fungsi:
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)
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Penelitian dan pengkajian potensi — potensi unarigpmbangan penanaman
modal.

Pengawasan dan evaluasi kebijaksanaan untuk peaggai penanaman
modal.

Penyusunan rumusan bahan hubungan kerjasama dasstasiv antar
pemerintah daerah, swasta maupun dengan pihak/éainn

Pemberian rekomendasi perijinan dan pelayanan itéssil dibidang
penanaman modal.

Pengelolaan dan pemberdayaan penanaman modal.

Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daémari dan luar
negeri.

Pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadamgeaa modal di
daerah.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkaitnrdakngka pelaksanaan
promosi dan pengawasan penanaman modal.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Kaasmai dengan tugas dan
fungsinya.

Seksi Pelayanan dan Pemrosesan Perijinan mempurygas

melaksanakan dibidang pelayanan dan pemrosesanjingeri Untuk

melaksanakan tugas, seksi Pelayanan dan Pemro&ssgman mempunyai

tugas:

1)

2)

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembegahtées perijinan.

Penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas pemaahjin.
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3) Pelaksanaan pemrosesan perijinan sesuai dengandegen yang ada.

4) Penerbitan dan penyerahan ijin yang sudah ditandaia pejabat yang
berwenang.

5) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkaitnmdalangka penelitian
lapangan.

6) Pelaksanaan studi kelayakan yang bersifat tekmgab® instansi terkait.

7) Pelaksanaan penelitian teknis di lapangan sesuaigage dokumen
permohonan perijinan.

8) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkaiasbglangnya.

9) Pembuatan berita acara dan laporan hasil pelaksgeaelitian dilapangan.

10) Pemberian layanan informasi prosedur perijinan.

11) Penyusunan tatalaksana dan prosedur tetap perijidalam rangka
mewujudkan pelayanan prima.

12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Kaetemai dengan tugas dan
fungsinya.

Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas saeédan dibidang
pengumpulan dan pengelolaan data, pengendalianjupaeman statistik dan
dokumentasi perijinan serta pengaduan masghralan  penyuluhan
perijinan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pendataa Pelaporan mempunyai
fungsi:

1) Penyiapan bahan dalam rangka menyusun pedoman etanjyk teknis

pelaksanaan perijinan.



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)
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Pelaksanaan pengumpulan bahan serta mempersiapkémn tdntang
pelaksanaan dan pelaporan perijinan.

Penyiapan informasi perijinan dalm rangka pengemaamperijinan.
Penginventarisan permasalahan — permasalahantteld@agan pengaduan
masyarakat tentang perijinan.

Penerimaan serta pengumpulan pengaduan masyrakatae pelaksanaan
kegiatn perijinan.

Penyiapan bahan serta koordinasi dengan instansaittedalam rangka
penyelesaian pengaduan masyarakat tentang perijinan

Pelaksanaan penyuluhan tentang perijinan.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelapordsgean perijinan.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Karstesuai dengan tugas

dan fungsinya.
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KEPALA KANTOR
M.SJAIFUL EFENDI, SosM.Si

KEPALA SUB.
BAGIAN TATA
1. ANNY RIMAWATI,
S Sos, MM
2. Hari Santosa
3. Supami
4. Slamet
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PENANAMAN PELAYANAN DAN PENDATAAN DAN
MODAL PEMROSESAN PELAPORAN
1. Drs. BAMBANG 1. TRIYONO, S. Sos| | 1. SP. EDUARD
SUPRIADI, MM 2. Andri Yahya NAHUMURY,
2. Erwin Agusnita, A. Wijaya SE.M.Si
Md 3. Tri Puji Rusmiati 2. Hendra Pratama, A.
3. Diana Ekasari, A. 4. Slamet Md
Gambar 2  Struktur Organisasi Kantor Penanaman Matial Kabupaten

Probolinggo
Selanjutnya pada tabel dibawah ini menunjukkanatemtdaftar nama
pegawai dan jabatannya di Kantor Penanaman ModalPagijinan Kabupaten

Probolinggo.



Tabel 3 Daftar Pegawai Negeri Sipil Dalam Strukt@rganisasi Pada Kantor
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Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo

NO JABATAN NAMA NIP PA’é%T_AT/ KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
M.SJAIFUL KEPALA
KEPALA 19690314 :
1 KANTOR EFENDI, | 198908 1 002 Pembina/ IV a | SATKER (Eselon
S.Sos, M.Si Il /a)
KEPALA ANNY BAGIAN TATA
2 | suB RIMAWAT] iggggéogmo ge“ata T AT ysaHA
BAGIAN , S Sos , MM (Eselon IV/a
y zuli):geUmum Hari Santosa| 190605 Pengatur Tk. |/
peg 199703 2009 | Il d
Supam 19600611
~Bendahara 108602 1 003 | |9 T/
Gaji Slamet 19630812 Penaatur / Il ¢
198603 1 031 9
Drs. PENANAMAN
3 KEPALA | BAMBANG | 19601010 Pembina / IV a | MODAL
SEKSI SUPRIADI, | 198301 1 004
(Eselon IV/a
MM
- Bendahara irwu?nita A 19810820 Pengatur Tk. 1/
Pengeluaran M% 771200604 2036 | 11d
- Front Office Diana
(petugas . 19820604
penelit Ekasari, A. 2011012 007 Pengatur /Il ¢
Md
berkas)
PELAYANAN
KEPALA TRIYONO, | 19610924 DAN
4 : Penata/Ill c PEMROSESAN
SEKSI S. Sos 198603 1 007 PERIJINAN
(Eselon 1V/a)
- Pembua Andri Yahya | 19761211 Penata Muda
Dokumen Wijaya 199602 1 002 | Ill a
- Bendahar: Tri Puji 1959080¢ Penaatur / Il ¢
Penerimaan | Rusmiati 198508 2 002 9
- Pengemudi Slamet 19701213 Pengatur Muda
9 Yosowarsito | 2003121004 | Il a
- Back Office Suryoto 19600101 Penata Muda
(petugas Juanda 198508 1 005 | Tk.I/ llib
proses Achmad 19820412 Pengatur Muda
perijinan) 2009031001 | lla
SP. PENDATAAN
KEPALA EDUARD 19601218 : DAN
S | SEKSI NAHUMUR | 198607 1 001 | FemPina/IVa | oe) ApoRraN
Y, SE.M.Si (Eselon 1V/a)
-Back Office Hehdha
(petugas 19860813
proses If’/lrjltama, A. 201101 1013 Pengatur /1l ¢
perijinan)
Sumber: Dokumen Kantor Penanaman Modal dan Perjingabupaten

Probolinggo 2011
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Tabel diatas menunjukkan bahwa masih ada PNS yangeididikan terakhir
SMA sejumlah 8 orang, D-3 sejumlah 3 orang, S-Lm&h 1 orang, dan S-2
sejumlah 4 orang.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan meaig reformasi
administrasi pemerintah daerah dalam pelayanajinaeridi kantor Penanaman
Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo dalam patubahan struktur
organisasi belum terjadi dikarenakan Kantor Penamaiodal dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo sendiri baru berdiri padaunaB008. Sehingga masih
tergolong sebuah kantor baru dan dirasa belum pextiakan perubahan struktur
organisasi karena standar pelayanan perijinan kahemanaman Modal dan
Perijinan Kabupaten Probolinggo yang telah dipas@bagai acuan dan juga
berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor&#ui 2008 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Rerijilkabupaten
Probolinggo dalam memberikan pelayanan selamaédpa#ta masyarakat yang
akan mengurus ijin masih bisa memberikan pelayasdmaik. Hal tersebut dapat
dilihat dari pelayanan perijinan sebelum berdirinka Penanaman Modal dan
Perijinan Kabupaten Probolinggo dimana pengurusigm dilakukan atau
ditangani oleh satker-satker yang sesuai dengamgiderijinan yang diinginkan.
Pada dasarnya perubahan struktur dan fungsi oeganlakukan mengingat
jumlah pegawai dan jumlah organisasi bisa mengabatidak efektifnya
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sehimggs menunjukkan adanya

keseimbangan antara unit organisasi dengan junegavyai.
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b. Prosedur

Reformasi Administrasi Pemerintah Daerah dalam yR@ekn Perijinan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sata@mperhatikan struktur juga

perlu memperhatikan prosedur yang menyangkut mekemipersyaratan, biaya,

dan ketepatan waktu. Pada Kantor Penanaman ModaPdgjinan Kabupaten

Probolinggo dalam melayani masyarakat, sesuaiadeBgrat Keputusan Kepala

Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten dirggo Nomor

503/332/426/2008 tentang Standar Pelayanan Puldikd Penanaman Modal

dan Perijinan Kabupaten Probolinggo mempunyai miekas pelayanan sebagai

berikut:

1)

2)

3)

4)

Pemohon datang ke kantor Penanaman Modal dan r@erijmeminta
informasi di petugas loket Pengambilan Blangko dsengambil formulir
untuk mendapatkan Surat ljin.

Pemohon mengajukan formulir permohonan Surat gisuai ijin yang akan
diajukan dengan disertai persyaratan berkas, diajuke Petugas Loket
Penyerahan Berkas di Kantor Penanaman Modal d@meer

Petugas Loket Penyerahan Blangko melakukan vesifikeelengkapan
persyaratan dan keabsahan berkas permohonan sgsugiang yang
diajukan. Apabila belum lengkap maka berkas pesasgardikembalikan ke
Pemohon untuk pemenuhan kelengkapan berkas peesyara

Setelah Kelengkapan dan keabasahan berkas seagandeersyaratan, maka

Petugas Loket Penyerahan Blangko melakukan pendzerkdokumen dan



5)

6)

7
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melakukan registrasi permohonan sesuai jenis panjpada Buku Registrasi

Permohonan Perijinan.

Petugas loket Penyerahan Blangko menyampaikan sekidengkapan

perijinan ke staf Perijinan

Apabila perijinan yang diajukan merupakan jenigjm@n yang memerlukan

survey lapangan (dasar: PERBUP No0.41/2008), makpalke Kantor

memerintahkan Petugas survey untuk melakukan @njdapangan sesuai
surat perintah dengan tanggal dan tim yang telsntlikan. Petugas survey
terdiri dari tim yang telah ditentukan. Petugasvsurterdiri dari tim teknis
sesuai peruntukan permohonan perijinan.

a) Petugas survey melakukan tinjauan lapangan setgmajumelakukan
rapat teknis.

b) Apabila hasilnya memenuhi persyaratan teknis makamiperikan
rekomendasi hasil survey.

c) Apabila hasil survey tidak memenuhi hasil persyarat maka
disampaikan ke pemohon untuk pemenuhan persyaekais dan dapat
diajukan survey pada waktu yang disepakati.

d) Petugas survey membuat Berita Acara Hasil Surey matakukan
pencatan hasil survey di Buku Registrasi Survey,mudian
menyampaikan hasil survey ke staf Perijinan.

Staf perijinan membuat dokumen perijinan sesuaiiging diajukan pemohon

dan menghitung biaya retribusi. Untuk ijin reklacen Galian Golongan C
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dasar pengenaan tarifnya merupakan pajak dan pegamya dilakukan di
Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo.

8) Staf Perijinan menyampaikan dokumen perijinan kesi&aPerijinan dan
menyampaikan perhitungan biaya retribusi ke petugsieet Pembayaran
Retribusi.

9) Pemohon membayar biaya retribusi pada petugas Lé&lenhbayaran
Retribusi dan mendapatkan bukti pembayaran. Unitukeklame dan Galian
Golongan C, pemohon membayar di Dispenda Kaburawolinggo.

10) Kasie Perijinan melakukan verifikasi terhadap do&omperijinan dan
disampaikan ke Kasubbag TU untuk dilakukan vergikdan pemberian
nomorijin yang kemudian disampaikan ke Kepala Kanto

11) Kepala Kantor melakukan pengesahan dokumen perijirdengan
menandatangani dokumen perijinan dan kemudianufikan ke kasubbag
TU dan diteruskan ke Petugas Loket Pengambilan.

12) Petugas Loket Pengambilan menerima dokumen perijipapurna dan
melakukan pencatatan pada Buku Register sesuaipgenjinan.

13) Pemohon mengambil dokumen perijinan di petugas tgdengambilan
dengan menunjukkan bukti pembayaran.

14) Petugas Loket memelihacpy dokumen perijinan beserta lampiran berkas
permohonan untuk diarsip di tempat arsip.

Mengenai mekanisme dan prosedur diatas, menurw@lBafyono, S. Sos
selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Pemrosesan thri@gnanaman Modal dan

Perijinan Kabupaten Probolinggo mengatakan:
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“Mekanisme permohonan perijinan di kantor ini séd@a dan mudah,
pemohon tinggal mengajukan berkas permohonan mamijike petugas
layanan, dan apabila semua berkas yang disyar&kgkap maka dalam
satu hari tersebut sudah selesai mengurus perijin@iWawancara
dilakukan pada tanggal 19 Januari 2012)

Sedangkan sistem pelayanan yang dipakai Kantor ndemen Modal dan

Perijinan Kabupaten probolinggo sebagai acuan ydabijakan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan memegang pnmsipp penyelenggaraan

PTSP meliputi :

1.

Kesederhanaan, prosedur pelayanan tidak berbdtit-meidah dipahami
dan dilaksanakan.

Kejelasan dan kepastian dalam prosedur/tatacaeyaen, persyaratan,
unit kerja dan biaya.

Kepastian waktu dalam pemrosesan dan penyelesaianny

Kepastian hukum, proses, biaya dan waktu harus ikgngturan yang
berlaku.

Kemudahan akses, melalui ketersediaan informaspdiyanan aparat.
Kenyamanan, memiliki ruang pelayanan dan saran@am@aa yang
memadai dan nyaman bagi pemohon.

Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan petugasdayan

Adapun tugas pokok PTSP: memberikan pelayananin@erijdan non

perijinan yang menjadi kewenangan Pemda (termasd&lagnnya mengelola

administrasi) dengan mengacu prinsip koordinasiegiasi, sinkronisasi dan

keamanan berkas. Sedangkan kewenangan PTSP (@may@padu satu pintu)

itu sendiri meliputi :
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1. Menyederhanakan prosedur perijinan.

2. Menyederhanakan persyarataan, jumlah dan jenignaeriyang dilayani.

3. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja PeranBkarah (SKPD)

terkait.

4. menandatangani perijinan.
Seperti yang telah diungkapkan Bapak Triyono, Ss Selaku Kepala Seksi
Pelayanan dan Pemrosesan di Kantor Penanaman kladdterijinan Kabupaten
Probolinggo mengatakan:

“Sistem Perijinan disini diberi istila®ne Stop Servicatau lebih dikenal
dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), disemaa pengurusan
ijin jadi satu dalam kantor ini, mulai dari progesngelolaannya dari tahap
permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokurdigkukan secara
terpadu dalam satu tempat. Kalau istilah satu iategerdiri dari beberapa
lembaga sedangkan satu pintu hanya satu lembagaawg@ncara
dilakukan pada tanggal 19 Januari 2012)

Sedangkan menurut Bapak Suryoto seldlack office (petugas proses
perijinan) mengatakan bahwa:

“Proses perijinan disini sesuai alur SOP yang sudaéntukan, dan
pengurusan perijinan lebih mudah yang sekarangnkarmsatu alur.”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Januari 2012)

Hal ini juga dipertegas oleh salah satu responderg\bernama bapak

Didik mengurus perijinan CV Jasa konsultan, yangajlberpendapat tentang
mekanisme dan persyaratan di kantor Penanaman MaddPerijinan Kabupaten
Probolinggo bahwa:
“Proses pengurusan perijinan di kantor ini cukupatedan persyaratan
yang harus dipenuhi untuk mendapat ijin juga lebiidah dibanding dulu
sebelum ada kantor ini berdiri, kemarin saya sug@masukkan berkas

dan hari ini saya hanya mengambil surat ijin yanglah selesai.”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Januari 2012)
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Sedangkan bapak Baharuddin selaku pemohon ijinjegaendapat:

“Prosedur yang diajukan biasa saja, saya tidak riatdne memenuhi
syaratnya. Karena bagaimanapun mau tidak mau yas haengikuti
aturan. Sebelum ada kantor ini saya dulu juga kizgupersyaratan yang
hampir sama cuma beda blangko.” (Wawancara dilakplkaa tanggal 30
Januari 2012)

Namun tidak semua pemohon ijin merasa puas akaramske pelayanan di
Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten dinggo seperti yang
diutarakan bapak Andik salah satu responden yamgpaganjang HO:

e prosesnya rumit, persyaratannya juga sul@mun lebih enak

sekarang proses ijinnya. Dulu saya mengajukan SlidiPHO di 2 tempat

yang berbeda bolak balik tidak efisien.” (Wawancalitakukan pada

tanggal 30 Januari 2012)

Mengenai biaya pelayanan penerbitan ijin pada kaPémanaman Modal
dan Perijinan Kabupaten Probolinggo yakni sesuaigde Peraturan Daerah
Kabupaten Probolinggo yang diterbitkan untuk dgsamgenaan tarif/retribusi.
Besar pengenaan tarif/retribusi berbeda-beda digesu dengan jenis ijin dan
golongan yang diajukan. Seperti jenis ijin IMB, HRIPD, ljin Reklame, SIURM,
ljiin Usaha Hotel, Surat ljin Usaha, PenangkapangBkhan, dan Budidaya Ikan,
dan ljin Usaha Bilyard perhitungan tarif/retribuberdasarkan rumus dan
ketentuan yang ada. Sedangkan untuk TDG dikendiresnibusi berdasarkan
kategori golongan yakni gudang kecil, gudang meabnglan gudang besar.
Biaya yang dikeluarkan mulai dari Rp50.000,- hind®a300.000,-. Dan untuk
TDI tidak dikenakan biaya. Namun ada juga jenis yang semula dikenakan
biaya sekarang sudah tidak dikenakan biaya sepeldyanan penerbitan SIUP,
TDP, dan IUJK.

Tarif/retribusi yang dikenakan kepada pemohon ifiendapat berbagai

tanggapan. Salah satunya dari ibu Utami mengato&iawa:
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“..... mengenai biaya, saya disini mengurus TDBKidikenai biaya sama
sekali. Saya rasa ini salah satu kemajuan yang, likgan begitu
masyarakat yang ingin mendaftarkan usahanya tielddelbani oleh biaya
yang mungkin orang pikir mengurus di kantor peaifirmahal dan susah”.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Januari 2012)

Sedangkan bapak Andik berpendapat mengenai biagg gié&enakan dalam
pengurusan ijin:
“Saya dikenai biaya Rp 331.000,- mengurus HO, shiaiga administrasi
Rp 30.000,- dan materai Rp 6.500,-. Menurut saggebyang dikenakan

ya standart aja tidak terlalu mahal.” (Wawancatakdikan pada tanggal
30 Januari 2012)

Adapun waktu penyelesaian pekerjaan dalam batagangan bahwa
pelanggan telah melengkapi berkas persyaratan. ukdapaktu penyelesaian
dimulai dari pelanggan memasukkan permohonan sadgraan terbitnya surat
ijin berdasarkan standar pelayanan publik prosqmenjinan adalah sebagai
berikut:

Tabel 4. Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku

Waktu selesal Masa

NO Jenis ljin (Hari Kerja) Berlaku Keterangan
1 | ljin Mendirikan Bangunan 5 Hari SeIamanylz:i)""’lkuk‘eIn .
survey lokasi
2 | ljin Usaha Jasa Kontruksi 3 Hari 3 tahu nDlIakukan )
survey lokasi

3 | ljin Gangguan HO 10 Hari 1 tahur| Dlakukan

survey lokasi

Surat ljin Penambangan
4 | Daerah (SIPD)/ Galian 10 hari 1 tahun
Golongan C

Surat ljin Usaha
Perdagangan (SIUP)
5.1. SIUP Kecil

5.2. SIUP Menengah
5.3. SIUP Besar

1 hari 5 tahun




82

1 2 3 4 5
6 | Tanda Daftar Perusahan
(TDP)
6.1. TDP Perorangan
6.2. TDP CV
6.3. TDP Pereroan .
Terbatas (PT) 1 hari 5 tahun
6.4. TDP Koperasi
6.5. TDP BUMD / BUMN
6.6. TDP Badan Usaha
Lain
7 | Tanda Daftar Gudal 1 har 5 tahul
8 | Tanda Daftar Indus 1 har 5 tahul
9 | ljin Reklame 1 hari Sesuai ijip
10 | Surat ljin Usaha Perikangn 3 hari 1 Tahun SRk .
survey Lokasi
Surat ljin Usaha Rumah . Dilakukan
&l Makan (SIURM) il LU0 survey Lokasi
Usaha Hotel Dengan > Dilakukan
12 Tanda Bunga Melati L Y £ survey Lokasi
13 Sur_at ljin Penangkapan 3 hari 1 Tahun Dilakukan _
Perikanan Survey Lokasi
14 | Surat ljin Pengolahan Ikan 3 hari 1 Tahun, el .
Survey Lokasi
15 | Surat ljin Budidaya Ikan 3 hari 1 Tahup DS :
Survey Lokasi
16 | Surat ijin Usaha Bilyard 3 hari 3 Tahup DS :
Survey Lokasi

Sumber: Dokumen Kantor Penanaman Modal dan Penjingabupaten
Probolinggo 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa waktu penyelesp&argurusan ijin
tercepat maksimal 1 hari kerja sedangkan palingala hari kerja jika berkas
dan persyaratan yang diajukan lengkap dan benarg®i waktu penyelesaian
perijinan di Kantor Penanaman Modal dan Perijinaabipaten Probolinggo
peneliti mengetahui dari hasil wawancara dengan etagla responden,
diantaranya responden selaku pemohon ijin yang abegsin bapak Baharudin

mengatakan:
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“ Saya 12 hari mengurus IMB karena masih menunggubgr. Waktu
yang diperlukan ijin IMB ya wajar-wajar saja soanynemang harus
menunggu gambar dalam mengajukan persyaratan da&eyslokasi.”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Januari 2012)

Sedangkan Bapak Andik selaku responden yang pemeaiitancarai mengatakan:

“Penerbitan Surat ljin Usaha Perdagangan saya depata sehari saja
sudah selesai.” (Wawancara dilakukan pada tanggahBuari 2012)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa pesghn pengajuan
pelayanan perijinan yang dilakukan oleh Kantor Ranzan Modal dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo sudah sesuai ketentuan, ngengimengenai IMB yang
penyelesaiannya melebihi batas waktu yang ditentldeaena pemohon masih
belum bisa melengkapi persyaratan dikarenakan nggnugambar yang belum

ada.

c. Tingkah laku

Upaya untuk peningkatan produktivitas kerja aparpgmerintah daerah
serta dalam pencapaian tujuan organisasi, salahasatek terpenting yang perlu
diperhatikan yakni tingkah laku. Kelancaran tugas gekerjaan para pegawai
yang ada di dalam organisasi ditentukan oleh tihdakku pegawai yang meliputi
berbagai klasifikasi sikap. Sikap menghadapi pelerj antar pegawai perlu
dibina terutama pada pelayanan perijinan yang raelaynasyarakat secara
langsung. Sikap pegawai dalam melayani masyang@ mengajukan proses
perijinan perlu dibina sedemikian rupa agar teeciptialitas pelayanan yang
maksimal. Adapun klasifikasi sikap di Kantor Pemaaa Modal dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo berdasarkan standar pelayamidiik prosedur perijinan

yang terdiri dari:
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1) Disiplin

2) Tanggung Jawab

3) Jujur

4) Kerja sama

5) Prakarsa atau Inisiatif

6) Teliti

7) Komunikatif

8) Sopan

9) Ramah dan Bersahabat terhadap pemohon
Dalam membina tingkah laku pegawai ada yang meikemnlyperaturan

dimana didalamnya memuat pokok-pokok kewajibanarigan, dan sanksi

apabila kewajiban tidak ditaati atau dilanggar. lyrmai ketentuan sikap pegawai

yang telah dicantumkan pada standar pelayanankpetasedur perijinan Kantor

Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolin@apak Hari selaku

Subag Tata Usaha dan Kepegawaian di Kantor Penaniftodal dan Perijinan

Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwa:
“Tingkah laku yang dibina pegawai disini antara nlamengenai
kedisiplinan dan sikap melayani atau etika pelagan@etiap bulan
dilakukan evaluasi pegawai mengenai kedisiplinapede datang tepat
waktu atau tidak, lalu dalam pelayanan kepada mmakgh yang
mengajukan perijinan dibina mengenai etika mengbiagamohon ijin
tentang keramahan dan kesopanan. Disini dalam eebdua Kkali
dilakukan meeting semua pegawai, dimana membalasiasv dan apa
saja yang berkaitan dengan kantor.” (Wawancar&uhian pada tanggal
16 Januari 2012)
Lebih Lanjut Bapak Hari selaku Subag Tata Usaha Kiypegawaian di

Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupatendinggo menyatakan:
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“Jika dalam hasil evaluasi seperti dilihat daritdafabsensi ada pegawai
yang sering datang terlambat atau sering tidak knasun sebagainya,
maka akan diberi peringatan apabila tidak ada érai maka akan diberi
sanksi. Kalau Pelatihan khusus tidak ada, namua &da yang tidak
disiplin langsung dibuatkan peraturan tertulis. Ramuk yang langsung
memberikan pelayanan kepada pemohon ijin disitesisyarolling, agar
semua pegawai dapat merasakan atau mengerti adagami pemohon
ijin, yang sebelumnya sudah diberi pelatihan dastéita pelayanan.”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Januari 2012)
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan batmwgkah laku yang dipantau
di kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupatemdinggo yakni salah
satunya mengenai kedisiplinan dengan mengevaluakilum daftar hadir. Jika
ada yang tidak disiplin pada mulanya akan dipetkaga bila masih tidak disiplin
maka akan dibuat peraturan tertulis dan dikendisaBedangkan sikap pegawai
terhadap pemohon ijin pada dasarnya semua pegaberi ¢elatihan dasar
mengenai etika pelayanan, sehingga semua pegawa gala di Kantor
Penanaman Modal dan perijinan siap apabila ditekapgpada bagian pelayanan
langsung terhadap pemohon, yang sesuai dengamsiité&antor Penanaman
Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo yataliing dimana pegawai yang
melayani pemohon perijinan secara langsung beajamengan pegawai yang
lain
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangagkah laku pegawai
di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupatebdinggo cukup ramah
terlihat pada saat petugas melayani pemohon ijimpak begitu sabar
menjelaskan syarat yang harus dipenuhi, mempedmatigzemohon ijin dan

sesekali senyum. Pada saat masuk ke dalam kantwmn&w®an Modal dan

Perijinan Kabupaten Probolinggo pemohon ijin ataasyarakat yang akan
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mengurusi perijinan disambut oleh polisi pamongégssmng bertugas menjaga
keamanan di Kantor Penanaman Modal dan Perijinatu Hitanyai keperluan

datang ke kantor tersebut. Setelah itu pemohondijkasih tau informasi dan

diarahkan kepada pegawai atau petugas loket penalaft Petugas loket lalu
bertanya terlebih dahulu kepada pemohon, pemohany@d mau mengurus apa
dengan sikap yang ramah, sopan dan tersenyum dalelayani masyarakat
pemohon ijin. Sehingga menimbulkan kepuasan tensdathadap pemohon ijin

yang mendapatkan pelayanan perijinan.

Jika semua pegawai yang bertugas di pelayanan gemamuh, pemohon
ijin dipersilahkan menunggu. Sambil menunggu gilirgolisi pamong praja
mengajak bicara pemohon ijin baik mengenai ijin gyaakan diurus ataupun
berbicara sekedar basa basi menanyakan tempataltirgm lain-lain. Dari
pengamatan peneliti pada saat proses menunggluertsgjadi interaksi antara
pemohon ijin dengan polisi pamong praja dimana g&mnajin juga menanyakan
mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dan daripslisi pamong praja
tersebut memberikan arahan dan gambaran. Sepegidiatakan polisi pamong
praja yang bertugas menjaga keamanan bernama $aitGantor Penanaman
Modal dan Perijinan bahwa:

“Saya disini ditugaskan menjaga keamanan, selajuga ikut membantu-

bantu menanyakan kepada yang mau mengurusi ijesaBya pemohon

ijin yang kesulitan saya beri gambaran mengenaiyapg akan nantinya

dilakukan.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 1réad 2012)

Peneliti juga mewawancarai responden yang mengajijka mengenai

sikap para pegawai atau petugas yang ada di Kdgoanaman Modal dan
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Perijinan Kabupaten Probolinggo. Salah satu respongang bernama Bapak
Didik mengatakan:

Ve | Petugas disini ramah-ramah, sopan, pekyaya memuaskan dan
juga cepat.” (Wawancara dilakukan pada tanggabBdari 2012)

Hal diatas juga dipertegas dengan pendapat Ibu iUtang mengatakan
bahwa:

“Secara keseluruhan pelayanannya baik, mbak-mbag yzelayani juga

ramah. Jadi lebih nyaman mengurus ijinnya.” (Wawaadilakukan pada

tanggal 30 Januari 2012)

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan balkap pegawai
atau petugas yang melayani dalam proses perijiagén Bidak hanya dari dua
responden diatas saja, peneliti juga mewawancasponden-responden lainnya
dan apa yang dikatakan rata-rata sama dengan diparkuwvawancara responden
diatas. Mereka mengatakan pelayanan di kantor amk llan yang melayani
sikapnya bersahabat. Namun dari pengamatan pesgditketidakcocokan antara
peran dan fungsi petugas Satpol PP dengan yanp tklakukan di Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten ProbolinBgtugas Pamong Praja
mempunyai peran dan fungsi untuk membantu Kepat@dbadalam menegakkan
Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertibarmuserta katentraman
masyarakat, sedangkan pada kenyataan dilapangatitipmelihat bahwa petugas
pamong praja tidak hanya menjaga keamanan dartikatemelainkan turut serta
dalam membantu petugas perijinan seperti membukpkdno dan menanyakan

langsung keperluan pemohon ijin. Hal tersebut nmapging dari peran dan fungsi

sebagai pamong praja.
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d. Sarana dan Prasarana

Pada suatu organisasi sarana dan prasarana merupikar kelancaran
di dalam pelaksanaan pekerjaan, karena tanpa s@aanarasarana yang memadai
akan berpengaruh pada proses kerja pegawai. Sdaar@rasarana yang ada akan
dapat memotivasi pegawai sehingga dapat menimbsiarangat kerja pegawai.
Sarana dapat diartikan sebagai segala jenis pematang dipunyai organisasi dan
dipakai untuk melaksanakan berbagai kegiatan dakmgka mengemban dan
mencapai misi organisasi yang bersangkutan. Sedanglasarana adalah segala
sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaraaiyamoses.

Sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengamuhaeb dan
keahlian pegawai dapat menunjang suatu organisasitama organisasi yang
bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakata Mari itu dalam
melaksanakan kegiatan pelayanan perijinan dipemlukarana dan prasarana
penunjang yang memudahkan masyarakat memperolafiapeln perijinan yang
dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Ramiji

Adapun sarana dan prasarana tersebut yaitu:

1) Sarana dan prasarana utama pelayanan publik yandi #&hntor Penanaman
Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo terdaisa
a) Gedung Perkantoran beralamat di Jl. Raya Dringud®delp. (0335)
424175 Kabupaten Probolinggo.
b) Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi deAgan
c) Loket Perijinan (Loket Pengambilan Blangko/formulioket Penyerahan

Berkas, Loket Pembayaran Retribusi, dan Loket Rabdan ljin).
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d) Ruang Pemrosesan Perijinan

e) Ruang Staf

f) Ruang Kepala Kantor

g) Ruang Kasubag TU dan Kepala Seksi

h) Ruang Pertemuan

i) Ruang Arsip

j) Musholla

k) Parkir yang cukup luas

[) Toilet
2) Sarana Perkantoran

a) Mobil Dinas 1 unit

b) Mobil Operasional 1 unit

c) Sepeda Motor 4 unit

d) Komputer 9 unit

e) Laptop 6 unit

f) Printer 6 unit

g) Pesawat Telepon dan Faximili 1 unit

h) AC

i) Kotak Saran

Dari Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pewend®lodal dan

Perijinan Kabupaten Probolinggo, hasil pengamatareltti menunjukkan sarana
dan prasarana yang ada cukup baik didukung letatokgang strategis tepat di

pinggir jalan raya. Kantor Penanaman Modal dan jiRen Kabupaten
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Probolinggo mempunyai tempat parkir yang luas, apadl 2 tempat parkir di
depan kantor dengan disamping kantor yang khustuk umotor pegawai maupun
pemohon yang mengurusi proses perijinan. Di daleantdt bagian depan
merupakan tempat utama pelayanan publik yang teddiri ruang tunggu
pemohon yang dilengkapi AC, 3 loket perijinan yaiinket pengambilan
blangko/formulir, loket penyerahan berkas, loketmpayaran retribusi dan
pengambilan ijin. Di ruang tunggu pemohon terddgedterapa kursi untuk tempat
duduk pemohon apabila sedang antri dan menunggarngilDan tepat didepan
tempat duduk pemohon yang antri menunggu gilirandaipat meja dan Kkursi
dimana ditempati oleh petugas perijinan yang besumemberikan informasi
mengenai masalah prosedur, persyaratan dan laagaelya dan juga kursi untuk
pemohon yang meminta informasi.

Selanjutnya dipojok dekat loket perijinan terdakatak saran berwarna
cokelat terbuat dari kayu setinggi kurang lebih #&ten dimana kotak saran
tersebut diperuntukkan bagi pemohon yang ingin negikdn kritikan maupun
saran. Mengenai kebersihan di ruang pelayanan cokrgih dan AC yang ada di
ruangan tersebut dinyalakan dengan suhu yang sdilsk terlalu dingin
sehingga pemohon yang menunggu tidak gerah darsenay@aman. Seperti yang
diungkapkan pemohon ijin salah satunya Bapak Balarmengatakan bahwa:

“Fasilitasnya baik, ruang tunggu juga sudah enakniut saya sudah

cukup belum perlu perbaikan.” (Wawancara dilakulamla tanggal 30

Januari 2012)

Selanjutnya menurut Ibu Utami selaku pemohon ijikahtor Penanaman Modal

dan Perijinan mengatakan:
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&z sudah bagus tempatnya, nyaman, sejuk, t@siljuga sudah
memadai”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 30afa2012)

Namun diruangan kantor staf, peneliti melihat ksl dan keindahan
pada ruangan kantor kurang, peneliti melihat mad#n sarang laba-laba di sudut
tembok dan warna temboknya juga agak kusam. Sedandk toilet peneliti
mengamati bahwa toilet yang disediakan kurang layatkik digunakan, ketika
peneliti masuk melihat lantai toilet yang kotornding porselain ditumbubhi
lumut, air kran tidak keluar, dan isi bak air juiaggal sedikit. Sebelumnya
peneliti minta ijin ke toilet dan diarahkan pegawatuk jalan menuju toilet dan
pegawai tersebut sudah memberikan informasi kepadeliti bahwa:

“Silahkan mbak kalau mau ke toilet tapi airnya Kawa habis krannya
masih rusak.” (Wawancara dilakukan pada tanggat#tiari 2012)

Pada awalnya peneliti mengira bahwa airnya saja Yeabis ternyata kondisi
toiletnya seperti yang sudah diceritakan sebelunkogar dan kurang memadai.
Peneliti sudah mengambil gambar kondisi toilet bidihat pada lampiran.

Sarana dan prasarana lainnya yaitu musholla, ukuatesiolla cukup tidak
terlalu kecil. Letaknya di belakang kantor dekatkpan motor. Kondisinya
cukup baik. Di dalam kantor ada pintu belakang yamgnuju ke musholla
sehingga pegawai tidak usah keliling lewat depantdea Selain itu mengenai
peralatan kantor seperti komputer, printer, telp,yng ada disana kondisinya

masih baik dan layak pakai.
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2. Dampak Reformasi Administrasi
a. Kesederhanaan

Pengurusan pelayanan perijinan di Kabupaten Prodgdi mengacu pada
keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan RarijirKabupaten
Probolinggo Nomor 503/332/426.404/2008 tentang d&tarPelayanan Publik
Pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabugatarolinggo.

Sebagai pelaksana pelayanan perijinan, Kantor Remam Modal dan
Perijinan Kabupaten Probolinggo mempunyai unit yml@an yang
pelaksanaannya disebut petugas pelayanan perijy@ng sampai saat ini
melayani 16 ijin. Guna mengetahui pelaksanaan pesgn pelayanan perijinan
di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupat@bdinggo, maka telah
dilaksanakan observasi dan wawancara langsung khsilounit pelayanan
perijinan yang terletak di Kantor Penanaman Mo@a Berijinan Jl. Raya Dringu
No. 45 Dringu - Probolinggo.

Pelayanan pengurusan perijinan di Kantor Penandaaial dan perijinan
Kabupaten Probolinggo menganut sistem PelayangpadierSatu Pintu (PTSP).
Dengan sistem ini, pemohon cukup datang ke satpatmian bertemu dengan
petugasfront office saja. Hal ini dapat meminimalisasikan interakstaem
pemohon dengan petugas perizinan dan menghindagupan-pungutan tidak
resmi jika ada masyarakat yang ingin memiliki ifinggal. Dasar dan tujuan
penyelenggaraan PTSP adalah untuk menyederhanakekrabi pelayanan
perijinan dan non perijinan dalam bentuk percapataktu pelayanan, menekan

biaya pelayanan, dan menyederhanakan persyarataidalam mencermati



93

pengurusan perijinan di Kantor Penanaman Modal Barnjinan Kabupaten

Probolinggo, proses pengurusan surat ijin yang pekan tanda bukti ijin yang

dikeluarkan Kantor Penanaman Modal dan Perijinatuigaten Probolinggo

adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku padadur pelayanan dengan
memenuhi syarat dan perlengkapan yang telah dikentsesuai bidang pelayanan
perijinan yang diinginkan. Persyaratan setiap hidaerijinan tidak sama ada dua
persyaratan yang harus dipenuhi pemohon yakniyaetan administratif dan

persyaratan teknis. Persyaratan administratif @efopmulir, surat keterangan,
gambar konstruksi, fotocopy data diri dan sejerasng$edangkan persyaratan
Teknis seperti dilakukannya survey lapangan oletugas Kantor Penanaman
Modal dan Perijinan dan instansi terkait. Namurakidemua bidang pelayanan
perijinan persyaratannya harus memenuhi persyatakaus, seperti SIUP, TDP,

TDG, TDI, dan ljin Reklame.

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa makgarayang
melakukan permohonan perijinan sudah sesuai apaysajg harus dilakukan
dengan prosedur yang berlaku. Dimulai dari pengemiormulir di loket hingga
penyerahan blanko, dan pengambilan dokumen perigemua sudah tercantum
di standar pelayanan publik prosedur perijinan KEaRenanaman Modal dan
Perijinan Kabupaten Probolinggo. Dalam proses phoman perijinan hingga
selesai tampak bahwa masyarakat mendapatkan kesemysng sama dalam
pelayanan kepengurusan ijin. Tanpa membedakansstattmua pemohon ijin
yang datang antri menunggu giliran untuk mendapap@ayanan. Dan waktu

penerbitan dokumen perijinan yang dikeluarkan tidaknpai melampaui batas
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waktu yang ditentukan, kecuali berkas atau persyargang ditentukan belum
lengkap. Hasil peneliti mewawancarai lbu Utami oesfen pemohon ijin
mengenai hal tersebut diatas mengatakan:
“Saya 3 hari mengurus TDP, hari pertama hanya nmehij@lanko dan
minta informasi saja, hari kedua menyerahkan blestkma dicek semua
kelengkapan dan sudah benar, lalu saya disurulk alii ini untuk

mengambil surat ijinnya”. (Wawancara dilakukan pé&teggal 30 Januari
2012)

Lebih lanjut Ibu Utami mengatakan mengenai proggehkgurusan ijinnya
sebagai berikut:

“Hari pertama saya datang ke kantor ini lalu disatmbdengan polisi

pamong praja dan ditanyai keperluannya apa, lata desuruh menunggu

sebentar karena petugas yang lain masih melayamolpen lainnya. Dan

ketika giliran saya polisi pamong praja tadi memyusaya ke petugas

front office, disitu saya dijelaskan mengenai persyaratan apa ysajg
harus dipenuhi.” (Wawancara dilakukan pada tang@alanuari 2012)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prose@ung dilaksanakan oleh
petugas di Kantor Penanaman Modal dan Perijinarupaten Probolinggo cukup
sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahamidahudilaksanakan dan sesuai
dengan prosedur perijinan yang berlaku yang telamgacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor P&#/P&N/04/2006 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. D@mda#tianjuti oleh
Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Keputusgall Kantor Penanaman
Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo Nomor /322/426.404/2008
tentang Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Per@an&lodal dan Perijinan

Kabupaten Probolinggo.
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b. Kejelasan

Aspek kejelasan dalam pemberian pelayanan perijmarupakan salah
satu syarat kesuksesan dari adanya reformasi etragii pemerintah daerah di
bidang pelayanan publik. Adapun kejelasan yang kisonéh meliputi persyaratan
baik teknis maupun administratif, jadwal waktu pelegaian serta apa saja yang
menjadi hak dan kewajiban dari pemohon layanan omaumng memberikan
pelayanan. Kejelasan Informasi mengenai pelayananjinan di Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Proboliniggat diamati dari cara
petugas menyampaikan informasi mengenai prosedusygratan perijinan yang
harus dipenuhi, dari hasil pengamatan peneliti ma¢lpetugas yang memberikan
arahan maupun penjelasan informasi bahwa petugayampaikannya runtut
dari awal hingga akhir sesuai dengan ketentuanygen yang tertera pada
formulir/blanko perijinan yang diajukan. Baik itu emberikan informasi
mengenai pelayanan teknis maupun administratifypekan perijinan. Berikut
hasil wawancara dengan Bapak Didik responden pemafio mengenai
kejelasan proses perijinan di Kantor Penanaman Mima Perijinan Kabupaten
Probolinggo:

\ prosedurnya jelas, saya rasa persyaratag y#jukan juga sesuai

dengan perijinan yang diajukan. Petugasnya jug& erenjelaskan tidak

berbelit-belit dan ngasih informasinya juga ruritQfvawancara dilakukan
pada tanggal 30 Januari 2012)

Namun dari hasil pengamatan peneliti tidak semusasapa yang terlihat
oleh peneliti mengenai penjabaran yang sudah dapigin dengan hasil

wawancara responden. Salah satu responden Bapaku8ol selaku pemohon
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ijin mengungkapkan hal berbeda dengan pengamataglifpgzakni mengatakan

bahwa:
“Saya kesini sudah 3 kali bolak-balik ngurus peratan, kemarin
petugasnya ga bilang kalo suruh pakai foto. Sekarbaru bilang,
harusnya semua petugas ngasih informasi yang jetesnang yang
kemarin saya bukan dilayani sama petugas yangriapetugasnya ganti.
Kalau seperti ini saya merasa rugi karena haruakbmhlik, rumah saya

juga cukup jauh dari sini.” (Wawancara dilakukamdg@asanggal 30 Januari
2012)

Sedangkan Bapak Baharudin juga mengatakan ketlda&je informasi yang
diberikan, pada saat diwawancarai mengatakan:
“Mengenai informasi yang dijelaskan mbaknya kuraegail, saya balik
lagi kesini karena mengurus fotokopi yang kemareluim dilegalisir.

Kemarin tidak dibilangi, saya tidak tahu kalau Isardilegalisir.”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Januari 2012)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ternyasih ada petugas
yang dalam menyampaikan informasi terutama mengerayaratan yang harus
dipenuhi belum jelas dalam artian informasi yangedkan hanya secara umum
dan kurang mendetail. Hal ini perlu menjadi masukepada Kantor Penanaman
Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo agar sepegawai terutama yang
berada difront office ditingkatkan kemampuannya dalam hal menyampaikan
informasi dengan jelas dan detail, sehingga makgaridak perlu bolak-balik
datang ke kantor untuk melengkapi berkas yang titilekalisir atau menyertakan
foto akibat dari lalainya petugas dalam menyampaikBormasi.

Selain menyampaikan informasi perijinan di Kant@n&aman Modal
dan Perijinan Kabupaten Probolinggo, Pemerintah udaten Probolinggo
melalui Kantor Penanaman Modal dan Perijinan tematakukan berbagai upaya

untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepadganalest tentang
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pentingnya mengurus perijinan usahanya. Salahugatya tersebut adalah dengan
menggelar sosialisasi tata cara pengurusan perifindaerah-daerah yang masuk
ke dalam wilayah Kabupaten Probolinggo. Sosialisarsiebut diadakan setiap 3
bulan sekali. Dalam kegiatan sosialisasi terseteutiapat fasilitas pengurusan
perijinan bagi masyarakat yang ingin mengurus igahanya. Selain itu juga
menyediakan informasi perijinan melalui situs webantor ini di
www.ijininvestasi.com. Di dalam situs tersebut tgrdt profil mengenai Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolimggoterdapat informasi
seperti persyaratan dalam mengurus perijinan sedergan kriteria perijinan
yang diinginkan.

Sementara Kepala Kantor Penanaman Modal dan Rerijabupaten
Probolinggo M. Sjaiful Effendy mengatakan:

“Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat taduu mhengerti tentang
macam perijinan yang menjadi kewajibannya sertaiba@na cara masyarakat
mengurus ijin yang benar. Selain itu juga supayayas@akat mengetahui cara
perhitungan nilai beban biaya pajak dan retribasigyharus dibayar.”
(Wawancara dikutip dari http://www.probolinggokad.ig/site/index.php?Option
=com_content&task=view&id=5570&Itemid=92, diakseandgal 21 Januari
2012).

Pelayanan yang berkualitas harus siap menerimikakritmaupun saran
serta mampu menyelesaikan masalah dengan baiktuBgglia dengan Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Proboligggg menyediakan kotak
saran di area ruang pemrosesan perijinan tepaémietalk di area ruang tunggu
dekat loket perijinan. Kotak tersebut berfungsiaggh salah satu media untuk

menyampaikan kritik dan saran bagi pemohon ijifaiBdatu kotak tersebut juga

bisa sebagai wadah untuk menampung berbagai kelnbapun pertanyaan yang
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nantinya dapat membangun kinerja pelayanan yangubkas. Seperti yang

diungkapkan oleh Bapak Hari selaku Subag Tata Uskm Kepegawaian di

Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupatendinggo mengatakan:
“Bagi pemohon yang ingin menyampaikan kritik damasa di kantor ini
menyediakan kotak saran yang letaknydrdnt office Nanti kalau ada
kritikan dan saran dari pemohon ijin akan dibahas dicarikan solusinya
apabila terdapat masalah terutama yang menyang&laygnan, hal

tersebut akan dibicarakan pada saaktingyang rutin diadakan dikantor
ini.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Jan2@ii)

Lebih lanjut Bapak Hari mengatakan bahwa:
“Sejauh ini masih jarang pemohon ijin memberikaitikan dan saran.
Dulu pernah ada tapi menyangkut ijin usaha tetamgmayang dirasa

mengganggu ketenangan warga setempat.” (Wawandaiaulchn pada
tanggal 16 Januari 2012)

Kesimpulan dari penjabaran diatas dapat dikatalk@mnvb kejelasan mengenai
pelayanan perijinan terutama di Kabupaten Probgbngukup baik, Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan sudah memfasilitauku mempermudah
pemohon ijin untuk mendapatkan informasi mengeraijipan dengan salah
satunya telah melakukan sosialisasi di daerah-dagemg masih termasuk
kawasan Kabupaten Probolinggo. Selain itu juga #taRenanaman Modal dan
Perijinan Kabupaten Probolinggo menyediakan kotakrs yang berfungsi untuk
menampung aspirasi masyarakat terutama bisa memdalaim hal kejelasan dan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kanteetieut.

c. Akurasi
Akurasi merupakan salah satu faktor yang pentingukumiperhatikan
dalam pelayanan perijinan. Keakurasian mengandutigneengenai sasaran,

mencapai tujuan, ketelitian dan kebebas salahaandahemberikan pelayanan
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kepada masyarakat. Keakuratan petugas pelayangmarerdalam menangani

masyarakat yang mengajukan permohonan tentangnperisangat menentukan
bagi kepuasan masyarakat penerima pelayanan, umtukbutuhkan pedoman

agar hasil pekerjaan sesuai prosedur dan dapat as&amu Selain itu akurasi

pelayanan merupakan tolak ukur dari tingkat kuslpgelayanan sebagai bentuk
keluaran reformasi Pemerintah Daerah khususnya lgadtor Penanaman Modal
dan Perijinan Kabupaten Probolinggo. Akurasi palayaperijinan merupakan

faktor yang penting agar pemohon ijin tidak kecesemgan pelayanan yang
diberikan.

Pada pelayanan perijinan seperti penerbitan dokyagjinan, pemberian
informasi dan lain sebagainya yang akan diterimblibwatau masyarakat yang
mengajukan perijinan harus dengan benar, tepat,sdan Dalam mengetahui
ketepatan dan keakuratan pelayanan perijinan hmaalalui pemeriksaan berkas
administrasi yang lengkap. Tentunya untuk mencatallata yang akurat dan
tidak ada kesalahan harus mengacu pada prosedis stndar pelayanan publik
prosedur perijinan. Berdasarkan hasil wawancargale Bapak Suryoto selaku
back office(petugas proses perijinan) di Kantor PenanamanaMdan Perijinan

Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwa:

“Selama ini tidak pernah ada pemohon yang komptengenai dokumen

yang diterbitkan salah cetak atau salah identitgang diakibatkan atas
kelalaian petugas Kantor ini. Kalaupun ada biasgra@a pemohon yang
salah mengisikan pada berkas yang diajukannyaniCkga semaksimal
mungkin mengupayakan agar tidak terjadi kesalalzata plokumen yang
dikeluarkan, semua yang diketik di dokumen sesusmgdn berkas
pemohon.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 25ataf012)
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Jadi dari hasil wawancara diatas menyebutkan balwgga saat ini
Kantor Penanaman Modal dan Perijinan belum pernahenbitkan dokumen
yang salah ketik atau salah yang diakibatkan atdaldian petugas kantor.
Meskipun pernah ada hal kesalahan tersebut, diakaen kesalahan pada
pemohon sendiri seperti kurang teliti pada saatulgan di berkas dan
sebagainya. Hal ini dipertegas oleh responden pemg@m yang bernama Ibu
Utami yang mengatakan:

| selama ini tidak ada kesalahan pada dokuyaeg saya pernah urus

disini. Identitas yang dicantumkan semuanya besema seperti berkas

yang saya kasihkan disini.” (Wawancara dilakukardapdaanggal 30
Januari 2012)

Dengan penjelasan dari Ibu Utami dapat disimpulkahwa akurasi di Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolirgggmat baik terbukti
dengan tidak ada kesalahan pada produk yang dikeluakarena kelalaian

petugas di kantor tersebut.

d. Keamanan dan Kenyamanan
Setiap anggota masyarakat berhak atas pelayanam (public servicel
bidang perijinan yang layak. Maka dari itu kualitgelayanan terhadap
masyarakat perlu mendapat perlindungan dari petaérirkarena masyarakat
tentunya berhak atas pelayanan yang aman dan ny&ehmgga keamanan dan
kenyamanan pada sebuah kantor khususnya yang bedmar langsung dengan
masyarakat selaku pengguna jasa layanan publikasaperlu diperhatikan.
Kebutuhan keamanan salah satunya bisa dipenuhadengtode yang sederhana

seperti penggunaamctv maupun dengan penjagaan langsung dari petugas
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keamanan. Sedangkan kenyamanan bisa berupa syamsgiditimbulkan dari
proses kegiatan yang dilakukan dengan fasilitag yaia.

Pada kantor Penanaman Modal dan Perijinan KabupBtebolinggo
keamanan dan kenyamanan yang ada berupa fasgitasada di kantor tersebut
dengan produk yang dikeluarkan atau dokumen panjityang diterbitkan
terpenuhi keamanan dan kenyamanannya. Adapuntdasifiang menunjang
keamanan di kantor tersebut yakni antara lain thrdeantor tersebut terdapat
polisi pamong praja yang bertugas menjaga keamadeapat parkir dilengkapi
ccty, serta terjaminnya legalitas dokumen perijinarda®gkan pada kenyamanan
terdapat ruang tunggu yang disertai AC, pelayanamngycepat, petugas yang
ramah, dan lain-lain. Hal tersebut didukung dengemnyataan dari Bapak
Triyono, S. Sos selaku Kepala Seksi Pelayanan damrd3esan di Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Proboligggg mengatakan:

“Kenyamanan dan keamanan yang didapat oleh pemdonyakni

legalitas terpenuhi. Dokumen perijinan yang ditididn dijamin

legalitasnya dimana dokumen tersebut bisa digunakaim pemohon ijin
untuk mengembangkan usahanya. Dokumen tersebutlipakai sebagai

syarat atau jaminan di bank untuk mendapatkan dkara koperasi.”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Januari 2012)

Penjelasan di atas dapat dapat disimpulkan bahwmdean dan kenyamanan
yang diberikan oleh Kantor Penanaman Modal dan jiRam Kabupaten
Probolinggo yakni berupa fasilitas dari kantor ébig dalam proses perijinan
dengan dijaminnya legalitas dokumen yang diterbitkdelain itu dampak dari
Reformasi Administrasi Pemerintah Daerah dalamy@ekn Perijinan terutama
pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabugteinolinggo jika dilihat

dari tabel dibawah ini apabila diambil rata-ratang mengajukan ijin sekitar dua
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ratusan orang setiap bulan. Hal ini menunjukkannaaimasyarakat percaya dan
nyaman dalam mengajukan perijinan di Kantor Penanaktodal dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo. Serta antusiasme masyat&khtpaten Probolinggo

dalam mengajukan perijinan cukup baik.



Tabel 5 Data Realisasi Penerbitan Perijinan KalR@ranaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo

Jumlah Penerbitan ljipada bulan Juli 2011 samy

Terbatas (PT)

No Jenis Perijinan Dasar Hukum Tentang bulan Januari 2012
Juli | Agusi | Sep | Okt Nov Des | Jar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ljiin Mendirikan Perda No. 06 /| ljin Mendirikan 32 27 o8 31 21 32 o5
Bangunan 2005 Bangunan
ljiin Usaha Jasa Perda No. 06 /| ljin Usaha Jasa
= Konstruksi (IUJK) 2003 Konstruksi e > 7 & 2 % 4
3. | ljin Gangguan (HO) gggéa No. 07 /1 jiin Gangguan (HO) 40 46| 20| 18| 15| 18| 24
Surat ljin Penambangan A
4. | Rakyat (SIPR) / Galian Perbub No. 29| ljin Pertambangan 3 3
/2011 Rakyat
Gol.C
5 Surat ljin Usaha Perda No. 13 /| Retribusi Perijinan
" | Perdagangan (SIUP) 2006 di Bidang Indag
- SIUP Kecil 81 50| 46 57 62 57| 122
- SIUP Menenga 6 4 7 2 3 2 5
- SIUP Bese il 1
6 Tanda Daftar PerusahaarPerda No. 13 /| Retribusi Perijinan
" | (TDP) 2006 di Bidang Indag
- T DP Perorangan 68 48 47 50 40 50| 109
- TDP CV 9 8 4 6 12 4 8
- TDP Perseroan 3 > > 3 4




1 2 3 4 8 9 10 11
- TDP Koperasi 3 2 4 2
- TDP BUMD / BUMN
- TDP Bada Usahs
Lain (BUL)
7 Tanda Daftar Gudar Perda No. 13 | Retribusi Perijinar 3 1 1 3
" | (TDG) 2006 di Bidang Indag
8 Tanda Daftar Indust Perda No. 13 | Retribusi Perijinar 5 1 4 4
" | (TDI) 2006 di Bidang Indag
9. | ljin Reklame Egg‘é‘ N 0 Pajak Reklame 23 13 11 8
Surat Tanda Pendaft
10. | Usaha Waralaba Egegia N A Waralaba 1
(STPUW)
11 Surat ljin Usaha Rume | Perda No. 08 | Usaha Ruma
" | Makan (SIURM) 1997 Makan
F Perdi No. 04 / | Retribusi Perijinar
Eal " Usaha QoRy 2006 di Bidang Parjiwisata
13 Surat ljin Usaha Hibura | Perda No. 18 | Retribusi Perijinar
" | Umum (Billyard) 1997 di Bidang Pariwisata
Surat ljin Penangkapan Retribusi Perijinan
L Ikan di Bidang Perikanan ¢ 3 g 12
" . Retribusi Perijinan
15. | Surat ljin Budidaya lkan di Bidang Perikanan 2 1
16 Surat ljin Pengolahan Retribusi Perijinan 5
“| lkan di Bidang Perikanan
Jumlah Total 209 183 219| 334

Sumber: Dokumen Kantor Penanaman Modal dan Penjikabupaten Probolinggo
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C. Pembahasan
1. Reformasi Administrasi Pemerintah Daerah yang dilakikan

Reformasi ada karena adanya penyimpangan, ketimpaRkgtidak-adilan
dan tindakan penguasa yang bertentangan dengarsetkat yang dilancarkan
oleh kelompok atau pihak yang merasa tertindasing§ga reformasi muncul
untuk mengubah atau membuat sesuatu menjadi |eikhdari yang sudah ada.
Adapun Yehezkel Dror (dalam Zauhar, 2007:6) memdigkan reformasi
administrasi adalah perubahan yang terencana tgrhepek utama administrasi.
Proses reformasi administrasi yang harus dilakyemerintah daerah bukan hal
yang mudah karena harus merubah birokrasi dariyjaudidayani menjadi budaya
melayani sebagai abdi masyarakghulflic servicg Terutama reformasi
administrasi pemerintah daerah dalam pelayananinaeri yang selama ini
terkesan pemberian pelayanan yang menghabiskanuwakia dan berbiaya
tinggi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nolzhun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, mengandung konsekuensi ageliggpahan kewenangan
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerahinHdipandang sebagai salah
satu upaya untuk memotong hambatan birokratis.

Pengaruh reformasi di daerah sangat terasa, umupemjarintah daerah
membuat kebijakan dan menciptakan iklim kondusiftukn menghasilkan
pelayanan publik sebaik mungkin. Salah satu yangeftirmasi yakni dalam
bidang pelayanan perijinan. Fungsi perijinan sendirerupakan bentuk
pelaksanaan pengaturan dan bersifat pengendalndimiliki oleh pemerintah

terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat. Dga ijjustrumen pembangunan,
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tetapi dalam pelaksanaannya fungsi perijinan bérmbanjadi sumber pendapatan
secara langsung bagi pemerintah daerah. Makatdahiperlukan pelayanan yang
berkualitas di Kantor Penanaman Modal dan Perijikabupaten Probolinggo

dengan pelayanan yang cepat, tepat, aman, nyaevaa,nsenyediakan informasi

yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat.

Mengenai hal tersebut, reformasi administrasi pert@r daerah
khususnya dalam pelayanan perijinan diarahkan ppdga menyatukan berbagai
jenis perijinan untuk dilakukan di satu tempat. isghga memudahkan masyarakat
dalam mengurus perijinan apabila akan mengajukdverbpa ijin. Adapun
Reformasi Administrasi Pemerintah Daerah dalamyR@ekan Perijinan di Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolindgpat dilihat dari
beberapa hal diantaranya yaitu perubahan strugtosedur, tingkah laku, serta
sarana dan prasarana yang ada. Selain itu pulbatifiari dampak yang
ditimbulkan antara lain kesederhanaan, kejelasdmraai, keamanan dan

kenyamanan.

a. Struktur
Reformasi akan dapat berjalan dengan efektif hgikgadidesain dengan
tepat yakni mempertimbangkan dan melibatkan linglamndimana reformasi itu
dilaksanakan. Dalam kenyataannya reformasi sedrngdi baik secara langsung
ataupun tidak langsung dengan kejadian yang a@itdis organisasi. Untuk itu
diperlukan strategi reformasi administrasi. Adamirategi reformasi menurut

Caiden (1982: xiv-xv) yakni:
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a. Fiscal strategies seek to reduce expenditures astiscwhile maintaining
public service at their existing levels. They reg internal structural
changes of rationalization and streamlining. Theyd little direct impact
on citizens as recipients of public service, beytdo affect civil servants as
a members of public agencies.

b. Structural strategies seek to raise the produgtivitf public agencies
without increasing costs. They concentrate on stmat arrangements,
decision making, operating processes, and the psadaalization of public
agencies.

c. Program strategies seek to improve the quality apentity of public
services and the objectives of state activitiegyTihclude reduction of state
intervention and the regulation and eliminationeatessive bureaucracy

Adapun penjelasan diatas dapat diartikan sebagai fBaksi strategis utama yang

dibedakan atas:

1. Strategi fiskal berusaha untuk mengurangi pengefuadan biaya tetap
menjaga pelayanan publik pada tingkat yang adaeckéemengandalkan pada
perubahan struktur internal dari rasionalisasi g¢emampingan. Mereka
memiliki sedikit dampak langsung pada warga sebpgaerima pelayanan
publik, tetapi mereka lakukan untuk mempengarulgape&i sipil sebagai
anggota lembaga-lembaga publik.

2. Strategi Struktural berusaha untuk meningkatkandyktivitas lembaga-
lembaga publik tanpa biaya meningkat. Mereka beskotrasi pada
pengaturan struktural, pengambilan keputusan, prosperasi, dan
profesionalisasi lembaga-lembaga publik.

3. Strategi program berusaha untuk meningkatkan lagalidan kuantitas
pelayanan publik dan tujuan kegiatan negara. Hasebmit termasuk

pengurangan intervensi negara dan peraturan dahapuasan birokrasi yang

berlebihan.
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Hasil uraian teori diatas diketahui bahwa perubastamktur dan fungsi
organisasi dalam rangka Reformasi Administrasi Renad Daerah dalam
pelayanan perijinan telah dilakukan. Dimana sebej@mpelayanan perijinan
masih terpisah-pisah di bawah lembaga atau dinag parsangkutan. Setelah
berdirinya Kantor Penanaman Modal dan Perijinanugalten Probolinggo maka
terjadi pelimpahan wewenang, tugas pokok, fungsi @d@ggung jawab kepada
Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten gtiraiyo. Selanjutnya
dengan pelimpahan wewenang tersebut Bupati Prajgminmengeluarkan
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 33 Tahun 2008atey Uraian Tugas dan
Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Perijinan KalaupRrobolinggo. Dengan
adanya reformasi tersebut diarahkan untuk menikgkakualitas pelayanan dan
mempermudah masyarakat dalam pengurusan berbagaimmgerijinan dalam
satu tempat. Namun dalam Kantor Penanaman ModalPeajinan Kabupaten
Probolinggo awal dari berdirinya kantor hingga saamasih belum melakukan
perubahan terhadap struktur organisasi pada kamteebut hal ini dikarenakan
kantor tersebut masih tergolong baru dan dianggamra yang berdasarkan
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 33 Tahun 2008atey Uraian Tugas dan
Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kalap&robolinggo dalam
memberikan pelayanan selama ini kepada masyarashnbisa memberikan

pelayanan terbaik.
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b. Prosedur

Reformasi Administrasi diidentikkan dengan usahtukieningkatkan
efisiensi dan efetivitas organisasi. Dimana dalafuan internal reformasi
administrasi, efisiensi administrasi diartikan sgbapenghematan uang, yang
dapat dicapai melalui penyederhanaan formulir, Ipeman prosedur,
penghilangan duplikasi dan kegiatan organisasi deet@ng lain. Karena tujuan
merupakan hal yang sangat esensial dalam reforathsinistrasi, maka perlu
dipaparkan kembali tujuan reformasi administrasngyalikaitkan dengan tipe
reformasi dan sekaligus kaitannya dengan tipehipgkrasinya. Hahn Been Lee
dikutip dari Zauhar (2007:44) membuat matriks Keigan antara tujuan
reformasi dan tipe Reformasi, yang diantaranya mleatkan Penyempurnaan
Tatanan dan Reformasi Prosedur yakni apabila ipgimyempurnaan tatanan, mau
tidak mau reformasi harus diorientasikan pada pamaprosedur dan kontrol.

Pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan KabupBtebolinggo
reformasi administrasi dalam hal prosedur sudakdian. Mekanisme perijinan
di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupatesbdfinggo prosedur
pelayanan yang diberikan tidak berbelit-belit, mudgahami dan dilaksanakan.
Dimana kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kaleap&robolinggo telah
menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)mpandukung kemudahan
masyarakat dalam mengurus pelayanan perijinan. &akgt hanya perlu datang
ke Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupateboinggo mengikuti
alur perijinan yang telah ditetapkan dalam satupgmMengenai persyaratan

yang diajukan juga sudah baik tidak terlalu beHahi standar sesuai dengan
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kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung kemudatelam menerbitkan
dokumen.

Selanjutnya mengenai biaya pada kantor tersebus geEpuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo. Tarif ydikgnakan sesuai dengan
rumus perhitungan tarif retribusi tanpa ada punglaganya. Dan mengenai biaya
pengurusan ijin ada perubahan kemajuan yakni adaerdéea ijin yang
sebelumnya dikenakan biaya, namun sekarang tidalkdéngan kata lain bebas
biaya/gratis. Sedangkan waktu penyelesaian ijidatitor Penanaman Modal dan
Perijinan Kabupaten Probolinggo cukup cepat yalalam sehari sudah selesai
jika persyaratan yang diajukan lengkap dan benatapi ijin yang agak lama
penyelesaiannya karena harus dilakukan surveybterldahulu sehingga bisa
berhari-hari namun tidak sampai melebihi batas waking ditentukan yaitu 14
hari kerja. Dengan demikian mekanisme perijinarKdntor Penanaman modal
dan Perijinan Kabupaten Probolinggo dapat secasallihan dapat dikatakan

memenuhi standar pelayanan yang baik.

c. Tingkah laku
Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan merupakaiarbagri tingkah
laku yang harus dipegang teguh oleh pegawai attug®epelayanan perijinan
yang ada di Kantor Penanaman Modal dan Perijinabupaten Probolinggo
sebagai acuan dalam memberikan pelayanan. Karengrsabut disinggung
dalam KepMenPan No0.63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang PRedo Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pemberi pelaylamas bersikap disiplin,



111

sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelag@naan ikhlas. Serta dalam
KepMenPan Nomor 58 Tahun 2002 terdapat indikatdukumenjadikan citra

pelayanan prima salah satunya dengan tingkat poofds petugas, yang

mencakup praktek kepemimpinan dan pengendaliaregsp serta sikap para
petugas dalam memberikan pelayanan.

Adapun tingkah laku pegawai Kantor Penanaman Maoldal Perijinan
Kabupaten Probolinggo dari hasil wawancara dan g@a¢an peneliti bahwa
tingkah laku pegawai dalam melayani pemohon ijidasu memenuhi kriteria
kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Hal terselapat diamati secara
langsung oleh peneliti dan didukung dengan dariil haawancara dengan
pemohon ijin yang sudah mendapatkan pelayanan. areohon puas dengan
sikap pegawai yang melayani pemohon pada penguijsati kantor tersebut.
Dan tingkah laku para pegawai yang ada di KantanaReman Modal dan
Perijinan Kabupaten Probolinggo dalam melayanijipan sebelum ditugaskan
untuk memberikan pelayanan secara langsung sudedkatii etika pelayanan.
Sehingga dari hasil pengamatan terlihat bahwa peamahi terhadap tingkah laku
pegawai Kantor Penanaman Modal dan Perijinan KakuapBrobolinggo dapat
dikatakan cukup berhasil dan sesuai dengan citegyaean prima yang tercantum
dalam KepMenPan Nomor 58 Tahun 2002, dimana tingkafesional petugas
pelayanan perijinan terpenuhi. Namun petugas SaR#l tidak seharusnya
menjadi yang membukakan pintu masuk dan membehaar&epada pemohon
ijin melainkan hanya menjaga keamanan dan ketertdzga, sedangkan solusi

untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor adreman Modal dan
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Perijinan Kabupaten Probolinggo mengenai yang hisanbantu membukakan
pintu masuk dan menanyakan keperluan pemohon hjisa dilakukan oleh
petugas dari kantor perijinan tersebut. Agar pelam fungsi pamong praja tidak

menyimpang dari ketentuan sebagai petugas keantamaketertiban.

d. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan KepMenPan No.63/Kep/M.PAN/7/2003 tept&@®doman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta didgkarberisikan prinsip
pelayanan publik dan pada KepMenPan No0.58 Tahur2 20&ngenai indikator
citra pelayanan prima disebutkan pada kedua KepBlen®rsebut mengenai
kelengkapan sarana dan prasarana, dimana kelemgksgrana dan fasilitas
pelayanan meliputi sarana pendukung dan fasilimsugang lingkungan serta
ruang kerja pelayanan. Untuk menjadikan kualitdaya@man menjadi lebih baik
sarana dan prasarana juga merupakan bentuk dasimaesi administrasi
pemerintah daerah dalam pelayanan perijinan. Daktuwv ke waktu perlu
ditingkatkan fasilitas yang ada demi menunjang fn@egawai perijinan dan
masyarakat yang mengajukan ijin. Karena setiap wvakébutuhan yang
diperlukan semakin beragam dan dituntut untuk meikdoe pelayanan yang
profesional.

Kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di KRet@maman Modal
dan Perijinan Kabupaten Probolinggo sudah baikusefasilitas yang disediakan
cukup lengkap mulai dari tempat parkir, tempat @wadoilet, ruang tunggu dan

pemrosesan ijin yang dilengkapi dengan AC, kotatarsaperalatan kantor dan



113

masih banyak lainnya. Kondisi peralatan kantor yadg masih layak pakai, dan
kondisi lingkungan sekitar kantor juga bersih tesolatempat pelayanannya.
Pemohon ijin cukup puas dengan fasilitas yang Bdaaun yang perlu diperbaiki

menurut peneliti adalah kondisi toilet. Alangkahkbga bila disediakan toilet

khusus bagi pemohon ijin agar kebersihan toilea liexjaga. Peneliti melihat
bahwa toilet yang ada cuma 1 dan toilet tersebuatisinya tidak layak pakai.

Sehingga perlu pembenahan kran air yang tidak bgsfiserta yang paling utama
harus menjaga kebersihan toilet. Karena jiwa yagsberawal dari lingkungan
yang bersih. Selain itu mungkin bisa ditambahkanpBda ruang tunggu untuk
menghilangkan kebosanan pemohon ijin apabila anpgauh. Akan tetapi sejauh
ini fasilitas yang disediakan sudah cukup baik laasgja yang nampak kurang

pada toilet saja.

2. Dampak Reformasi Administrasi

Setelah dilakukannya Reformasi Administrasi Pent@hnirDaerah dalam
Pelayanan Perijinan khususnya di Kantor PenanamaadaMdan Perijinan
Kabupaten Probolinggo tentunya terdapat dampak ydtgbulkan. Dampak
tersebut dapat dilihat dari beberapa hal diantarakgsederhanaan, kejelasan,
akurasi, serta keamanan dan kenyamanan.

a. Kesederhanaan

Reformasi administrasi pemerintah daerah menimbutieanpak terhadap

pelayanan perijinan. Salah satu dampak tersebuti y@sederhanaan pelayanan

dimana tercantum dalam Prinsip Pelayanan Publik apafepMenPan
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No0.63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Pemgglaraan Pelayanan
Publik. Kesederhanaan ialah prosedur pelayananikpuiolak berbelit-belit,
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Pada stgmelayanan publik,
pelayanan memiliki arti yang penting karena merapaksuatu komitmen
penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayderagan kualitas tertentu.
Oleh sebab itu untuk menciptakan kualitas primdupdiperhatikan indikator-
indikator dalam pelayanan seperti dalam KepMenRamor: 58 Tahun 2002
dicantumkan salah satunya mengenai kesederhanaamdpr pelayanan, yang
terdiri dari variabel prosedur tetap/standar operas pelayanan dan persyaratan
pelayanan.

Prosedur pelayanan perijinan di Kantor PenanamadaMdan Perijinan
Kabupaten Probolinggo tergolong cepat dan sesuagate standar pelayanan
yang ditetapkan. Tergolong sederhana karena unamgajukan ijin-ijin yang ada
di kawasan Kabupaten Probolinggo dilakukan pada tahpat yakni di Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggog dulunya dalam
mengurus berbagai ijin dilakukan ditempat yang éeeda sesuai dengan
bidangnya, dan kebijakan tersebut disebut deng&PRPelayanan Terpadu Satu
Pintu). Dimana masyarakat datang ke satu tempatbdalemu dengan petugas
front office saja. Sehingga dapat meminimalisasikan interak&ra pemohon
dengan petugas perizinan dan menghindari pungwagygpan liar. Selain itu,
waktu proses perijinan yang diperlukan di Kantorn&®mman Modal dan
Perijinan Kabupaten Probolinggo tidak terlalu layakni bisa satu hari selesai

dari ketentuan yang ada maksimal 14 hari kerja jikesyaratan lengkap. Akan
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tetapi yang membutuhkan waktu berhari-hari dalamngueus perijinan
dikarenakan perijinan yang diurus, harus dilakukanvey terlebih dahulu oleh
Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupatendinggo.

Dengan adanya PTSP ini merupakan salah satu beetokmasi yang
telah dilakukan dalam pelayanan perijinan khusugmgda Kantor Penanaman
Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo. Prifng#sederhanaan yang telah
dilaksanakan di kantor Kantor Penanaman Modal danjifan Kabupaten
Probolinggo cukup baik sesuai dengan KepMenPan 3Wep/M.PAN/7/2003

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanak.Publ

b. Kejelasan

Selanjutnya dampak dari reformasi administrasi tagdihat dari
kejelasan pelayanan perijinan. Dimana juga tercantpada KepMenPan
No0.63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Pemgglaraan Pelayanan
Publik yang berisikan prinsip-prinsip pelayanan Ilpubmengenai kejelasan.
Kejelasan yang dimaksud mencakup persyaratan telais administratif
pelayanan publik, unit kerja/pejabat yang berwendag bertanggung jawab
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keéggrmketa dalam
pelaksanaan pelayanan publik, serta biaya pelaygndiik dan tata cara
pembayaran.

Pengurusan ijin di Kantor Penanaman Modal dan iRanj Kabupaten
Probolinggo cukup baik namun masih ada pemohonyging mengeluh akan

kejelasan pada pelayanan yang diberikan karenaxgyedas pada penyampaian
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informasi yang didapat terutama mengenai persyamatam formulir, memang
tidak dijelaskan secara rinci syarat yang diajukeperti tidak dicantumkan harus
legalisir atau menyertakan foto. Namun alangkahihlebaik jika petugas
pelayanan perijinan, khususnya yang memberikanefssgn terhadap pemohon
ijin mengenai persyaratan maupun ketentuan dengeara rinci dan akurat baik
yang mengenai secara teknis maupun nonteknis a&gaohpon tidak bolak-balik
ke Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupatebdinggo. Agar petugas
tidak lupa memberikan informasi yang rinci mungkiisa petugas pelayanan
perijinan membuat catatan khusus bagi petugas walgyani secara langsung
pemohon.

Selanjutnya kejelasan persyaratan teknis dan aslmatif, mengenai biaya
dan keluhan-keluhan pemohon, Kantor Penanaman Mdaial Perijinan telah
menyiapkan kotak saran bagi pemohon ijin dan meaiggiaya serta persyaratan
juga telah disampaikan melalui petugas yang melapamnijinan di Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolindgo juga melalui
sosialisasi ke daerah-daerah di kawasan Kabupatdolihggo yang dilakukan
setiap tiga bulan sekali. Dalam sosialisasi taersetidak hanya sekedar
memberikan informasi perhitungan biaya, persyaratlam sebagainya. Tetapi
juga membuka pelayanan perijinan langsung di temjgasebut. Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolifgg telah menyediakan
informasi mengenai perijinan di website Kantor Remaan Modal dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo yang bisa diakses melaleirmat sehingga masyarakat

dapat dengan mudah untuk mengetahui informasi nmamgeerijinan seperti
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persyaratan dalam pengurusan ijin dan lain-lairri Biai dapat diketahui bahwa
Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten dinggo telah
melaksanakan tugasnya dengan baik terutama yangemain kejelasan dan
kemudahan informasi perijinan bagi masyarakat, ipasktidak semua informasi
yang diberikan cukup jelas bagi sebagian orangniealemampuan seseorang
dalam menangkap informasi berbeda-beda.

Demi meningkatkan kejelasan informasi dan kemudatadam mengurus
perijinan sebaiknya di dalam website Kantor Penamamodal dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo sebaiknya segera menyedidkailitas mengurus
perijinan secara online. Jadi tidak hanya berisik@nsyaratan, blanko untuk
mengurus perijinan, dan kritik dan saran secarm@enbecara keseluruhan dapat
diambil kesimpulan bahwa kejelasan di Kantor PemamaModal dan Perijinan

Kabupaten Probolinggo sudah cukup baik.

c. Akurasi
Setelah adanya reformasi administrasi terutamanddl@ang pelayanan
yang dilakukan pemerintah daerah, hal berikutnyagyaerlu diperhatikan yaitu
akurasi pelayanan yang diberikan oleh Kantor PananaModal dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo. Seperti apa perubahan yapapi dalam meningkatkan
kualitas pelayanan yang diberikan pada pelayangjinp@ dengan dilakukannya
reformasi administrasi. Berdasarkan KepMenPan NK&IM.PAN/7/2003

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanah, galdapat pula prinsip



118

pelayanan publik selain kesederhanaan dan kejejasanakurasi dimana produk
pelayanan publik diterima dengan benar, tepatsdan

Pelayanan perijinan yang ada di Kantor PenanamataMtan Perijinan
Kabupaten Probolinggo mengenai akurasi pelayandahsbaik. Hal ini dapat
diketahui dari hasil wawancara antara peneliti dengetugas pelayanan perijinan
di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupateobdfinggo yang
menyatakan selama ini tidak ada kesalahan padailpnqmetijinan atau dokumen
yang dikeluarkan dari pihak petugas kantor, kalaumda itu diakibatkan
kesalahan dari pemohon yang tidak lengkap ataungutailiti dalam mengisi
formulir ataupun dalam memenuhi persyaratan yangjukian. Kebenaran
pernyataan petugas pelayanan perijinan di kantselet didukung pula oleh
pernyataan dari pemohon ijin bahwa dokumen pernjiy@ng diterima tepat dan
benar tidak ada kesalahan dalam pengetikan nampumalata-data pribadi yang
dicantumkan pada dokumen perijinan.

Dengan demikian apa yang dilakukan Kantor PenanaMadal dan
Perijinan Kabupaten Probolinggo dalam pemberian ayaglan dengan
menggunakan prinsip akurasi telah dilaksanakan aterigaik sesuai dengan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negar&3MNeep/M.PAN/7/2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanark,piéblena produk

pelayanan publik diterima dengan benar, tepatsdan
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d. Keamanan dan Kenyamanan

Perlu diperhatikan dampak yang terakhir dengan ysdareformasi
administrasi Pemerintah Daerah dalam Pelayanajin@arikhususnya di Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggidu mengenai
keamanan dan kenyamanan. Di dalam KepMenPan Na@B/KPAN/7/2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanaik plibébutkan yakni
salah satu prinsip pelayanan menyangkut keamanmaketeyamanan. Keamanan
yang dimaksud yakni proses dan produk pelayanalikpmemberikan rasa aman
dan kepastian hukum. Sedangkan kenyamanan menydimglungan pelayanan
harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yamygman, bersih, rapi,
lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapgae fasilitas pendukung
pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadam, ldin-lain.

Di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupateobdtinggo
keamanan dan kenyamanan telah terpenuhi denganephilkti dengan dokumen
perijinan yang diterbitkan legalitasnya terpenubémohon dapat mengajukan
dokumen tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkara dari koperasi
setempat. Hal ini menunjukkan bahwa produk yangeldd&kan Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggpat dipercaya
keamanannya. Sedangkan pada faktor kenyamananntbrkKBenanaman Modal
dan Perijinan Kabupaten Probolinggo juga sudah dakantor tersebut fasilitas
yang disediakan sudah cukup lengkap ada tempait parig cukup luas, letaknya
strategis, ruang tunggu yang dilengkapi AC, sargajada tempat ibadah, dan

pada lingkungan kantor juga cukup bersih. Dengamildlan keamanan dan
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kenyamanan di Kantor Penanaman Modal dan Perijfeyupaten Probolinggo
sudah baik dan sesuai dengan prinsip pelayanankpydohg tercantum dalam
KepMenPan No.63/Kep/M.PAN/7/2003.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui dampak riedati reformasi
administrasi Pemerintah Daerah dalam pelayanajinagriterutama pada Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolirgg@ara lain, kurang
terawat fasilitas yang ada seperti kebersihanttdéde ketersedianya air, adanya
penyimpangan antara peran dan fungsi pamong patgandnenjalankan tugasnya
di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupatehdbnggo. Dan kejelasan
petugas yang dalam menyampaikan informasi terutamaagenai persyaratan
masih ada yang belum jelas, dalam artian inforrpasg diberikan hanya secara
umum dan kurang mendetail. Untuk mengatasi hakbertsagar petugas tidak
lupa memberikan informasi yang rinci mungkin bigdugas pelayanan perijinan

membuat catatan khusus bagi petugas yang melageaniaslangsung pemohon.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Kantor

Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolingdan

pembahasannya maka dapat ditarik kesimpulan sebagéut. Reformasi

Administrasi Pemerintah Daerah dalam Pelayananiiaritelah dilakukan

pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabugatebolinggo dan

dapat dikatakan baik. Adapun indikator keberhasildari reformasi

Administrasi Pemerintah Daerah dalam Pelayananjirieridapat dilihat

dari 4 indikator, antara lain:

1. Struktur organisasi. Perubahan struktur di Kantenghaman Modal
dan Perijinan Kabupaten Probolinggo belum perné&kidkan. Namun
pelayanan perijinan saat ini menjadi satu pintu aien sebelumnya
pelayanan perijinan masih terpisah-pisah tempatfglam mengurus
ijin.

2. Prosedur perijinan. Mengenai mekanisme, persyardim@ya dan
ketepatan waktu sudah cukup jelas dan mudah dim@engesuai
ketentuan yang berlaku.

3. Tingkah laku. Dalam memberikan pelayanan perijirakap para

pegawai/petugas sudah baik memenuhi kriteria yamah, dan sopan.
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4. Sarana dan prasarana yang ada cukup lengkap meskgaufasilitas
yang perlu diperbaiki.

Selanjutnya dampak yang ditimbulkan dari adanya oRedsi
Administrasi Pemerintah Daerah dalam PelayananjirRari di Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolingakni dapat
meningkatkan kualitas pelayanan perijinan. Meningya kualitas perijinan
tersebut dapat diukur dengan melihat dari bebdrapaeperti:

1. Kesederhanaan yang sudah dipenuhi dalam prosedijinge tidak
berbelit-belit, mudah dipahami, mudah dilaksanadtan sesuai dengan
prosedur perijinan yang berlaku.

2. Kejelasan pada pelayanan perijinan. Petugas parijimemberikan
arahan maupun penjelasan informasi sudah cukup lolam
penyampaiannya, runtut dari awal hingga akhir.

3. Akurasi, mengenai akurasi pelayanan sudah bailn@eini tidak ada
kesalahan pada produk perijinan atau dokumen y#mejudrkan dari
pihak petugas kantor.

4. Keamanan dan kenyamanan di Kantor Penanaman MaddPerijinan
Kabupaten Probolinggo telah terpenuhi dengan Hbeikukti dengan
dokumen perijinan yang diterbitkan legalitasnya peguhi.
Kenyamanannya memenuhi standart pelayanan, fasilij@ng

disediakan juga sudah cukup lengkap.
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Adapun dampak negatif dari reformasi administrasmerintah

Daerah dalam pelayanan perijinan terutama padaoK&snanaman Modal

dan Perijinan Kabupaten Probolinggo yakni:

1. Kurang terawat fasilitas yang ada seperti kebemsilbailet dan

ketersedianya air.

. Adanya penyimpangan antara peran dan fungsi pampeag dalam
menjalankan tugasnya di Kantor Penanaman Modal Beanjinan

Kabupaten Probolinggo

. Kejelasan petugas yang dalam menyampaikan infornesitama
mengenai persyaratan masih ada yang belum jeldamdartian

informasi yang diberikan hanya secara umum dannkuraendetail.
Untuk mengatasi hal tersebut agar petugas tidak lnqemberikan
informasi yang rinci mungkin bisa petugas pelayanaerijinan

membuat catatan khusus bagi petugas yang melageaaraslangsung

pemohon.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkalitfzanyang

telah dilakukan di Kantor Penanaman Modal dan iRanj Kabupaten

Probolinggo yakni:

1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana, erteaiip toilet

yang kurang layak dengan menjaga kebersihan daedieanya air,
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menambahkan televisi pada ruang tunggu dan laiagsétya agar
dapat menambah kualitas pelayanan yang lebih baik.

Memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada pegseeara berkala
tentang cara pemberian pelayanan kepada masyaagkat petugas
perijinan dapat menjelaskan atau memberikan infsrmsecara
berurutan dan rinci sesuai dengan karakter pemijinon

Memberikan penghargaan kepada petugas pelayanarbilaapa
memberikan pelayanan dengan baik sebagai motivasirtta
memberikan sanksi tegas terhadap petugas atau gegawg tidak
melayani pemohon ijin dengan ramah, sopan, tepajedias.

Apabila terjadi kesalahan dokumen perijinan sepsatah cetak dan
sebagainya yang disebabkan oleh pihak Kantor Peream#lodal dan
Perijinan Kabupaten Probolinggo maka pemohon ijarub diberi
hadiah sebagai permohonan maaf agar petugas parlgbih teliti dan
hati-hati dalam bekerja.

Untuk mempermudah perijinan sebaiknya disediakala gasilitas

mengurus perijinan secaoaline.



DAFTAR PUSTAKA
Basrowi dan Suwandi. 20084emahami Penelitian KualitatifJakarta: Rineka
Cipta.

BPS Kabupaten Probolinggo. 20Klabupaten Probolinggo Dalam Angka 2011
Probolinggo: BPS Kabupaten Probolinggo.

Bungin, M.Burhan. 2009enelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebigak
Publik, dan llmu Sosial Lainnydakarta: Kencana Prenada Media Group.

Caiden, Gerald E. and Heinrich Siedentopf. 19BRategies for Administrative
Reform United States of America: DC.Heat and Company.

Ibrahim, Amin. 2008.Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya
Bandung: Refika Aditama.

Hessel, Nogi S. Tangkilisan. 2008anajemen PublikJakarta: PT.Grasindo.

Indradi, Sjamsiar Sjamsudin. 2008dministrasi Pemerintahan LokaMalang:
Agritek Pembangunan Nasional.

Keban, Yeremias T. 2008nam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep,
Teori Dan Isu Yogyakarta: Gava Media.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 19%halisis Data Kualitatif:
Buku Sumber Tentang Metode-metode BBialihbahasakan oleh Tjetjep
Rohendi. Jakarta: Universitas Indonesia (Ul-Press).

Mindarti, Lely Indah. 2007Revolusi Administrasi Publik (Aneka Pendekatan dan
Teori Dasar) Malang: Bayumedia.

Muluk, M.R. Khairul. 2006.Desentralisasi dan Pemerintahan Daerdfalang:
Bayumedia Publishing.

Mutahaba, Gelase. 198%Reforming Public Asministration for Development:
Experiences from Eastern AfricS of America: Kumarian Press, Inc.

Nurcholis, Hanif, dkk. 2010.Administrasi Pemerintahan Daerahlakarta:
Universitas Terbuka.

Pasolong, Harbani. 200Teori Administrasi PublikBandung: Alfabeta.

Peorwadarminta, WJS. 198Kamus Umum Bahasa Indonesidakarta: Balai
Pustaka.



Prastowo, Andi. 201IMetode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rangan
Penelitian Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Rewansyah, Asmawi.201Beformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governace
Jakarta: CV. Yusaintanas Prima.

Said, M.Mas’ud. 200Birokrasi di Negara BirokratisMalang: UMM Press.

Santosa, Pandji. 2008dministrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Govante
Bandung: Refika Aditama.

Siagian, Sondang, P. 19%atologi Birokrasi Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. 2009Memahami Penelitian KualitatiBandung: Alfabeta.

Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2008Reformasi Pelayanan Publik: Teori,
Kebijakan, dan Implementaslakarta: Bumi Aksara.

Sukidin, Damai Darmadi. 2009Administrasi Publik Yogyakarta: LaksBang
PRESSindo.

Sutedi, Adrian. 2010Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Puhlékarta:
Sinar Grafika.

Syafiie, Inu Kencana. 2008mu Administrasi PublikJakarta: PT Rineka Cipta.

Syukri, Agus Fanar. 201(tandar Pelayanan Publik Pemda: Berdasarkan 1SO
9001/IWA-4 Bantul: Kreasi Wacana.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan PengembBabasa. 199Kamus
Besar Bahasa Indonesidakarta: Balai pustaka.

Tjiptoherijanto, Prijono dan Mandala Manurung. 20P@radigma Administrasi
Publik dan Perkembangannydakarta: Ul-Press.

Wibawa, Samodra. 2009Reformasi Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran
Administrasi Negara/Publiklakarta: Gava Media.

Zauhar, Soesilo. 2007Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi, Strategi
Jakarta: Bumi Aksara.

Zhangzhijian.(ed.) 1992Administrative Reform Towards Promoting Producyivit
in Bureaucratic Performance, Volume Manila, Philippines: Bookman
Printing House Published.



I nternet

Rahardjo, Mudjia. 2010."“Analisis Data Penelitian Kualitatif: Sebuah
Pengalaman Empirik® diakses tanggal 19 Oktober 2011,
http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kbl221.html?task=view

SitusOne Stop Servid@®SS) Centehttp://oss-center.net/v2/index.php

Situs Web Kantor Pelayanan Perijinan dan PenanaiMadal Kabupaten
Probolinggo.http://ijininvestasi.com/.

Situs Web Kabupaten Probolinggo. 2011. Pemkab asikan Tata Cara
Pengurursan  Perijinan, diakses tanggal 9 Maret ,2012
http://www.probolinggokab.go.id/site/index.php?@pticom_content&ta
sk=view&id=5570&Itemid=92).

Jurnal
Wijayati, Made Luh. 2007.Reformasi Administrasi Negara Sebuah Upaya
Membangun Kerangka Pondasi Pemerintahan yang Betaih Baik di

Masa TransisiJurnal Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 3;: 180-188.

Perundang-undangan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang PemerintBaarah.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara omom
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusulmaieks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Petabrin

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara omom
58/KEP/M.PAN/9/2002 tentang Pedoman PelaksanaanlaRen dan
Penghargaan Citra Pelayanan Prima Sebagai Unigd®ela Percontohan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara omom
KEP/63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelzmagmn
Pelayanan Publik.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tal004 Tentang
Penyeleenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka g@peaarModal
Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri MelaluieBisPelayanan
Satu Atap.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 20@@ dijelaskan tentang
pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pint



Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 T&0@% tentang Pelayanan
Publik di Propinsi Jawa Timur.

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 33 Tahun 2008ateg Uraian Tugas dan
Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Perijinan KalempRtobolinggo.

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2008tatey Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Dibidang Perijinan Kepada KaRenanaman
Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo.

Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan PRarijirKabupaten
Probolinggo Nomor 503/322/ 426.404/2008 tentangnd&ia pelayanan
Publik Pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinarbuiaten

Probolinggo.



103

ye qn-A103150daJ VAVIIMYYS (@




104

ye qn-A103150daJ VAVIIMYYS (@




Lampiran 1. Peta Wilayah Kabupaten Probolinggo

1 PETA WILAYAH KABUPATEN PROBOLINGGO
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Lampiran 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo

KODE | KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 2 2 4 5

01 Sukapura 9.652 9.919 19.571

02 Sumbe 12.81: 13.32¢ 26.13¢

03 Kuripar 14.12¢ 15.12¢ 29.25¢

04 Bantaran 19.385 21.256 40.641

05 Leces 26.644 28.059 54.703

06 Tegalsiwala 17.331 18.88¢ 36.22:

07 Banyuanyar 25.135 27.071 52.206

08 Tiris 31.173 32.231 63.404

09 Krucil 26.172 26.196 52.368

10 Gadinc 23.19¢ 24.91¢ 48.11:

11 Pakuniran 20.677 21.567 42.244

12 Kotaanyar 17.111 18.020 35.131

13 Paiton 34.161 34.753 68.914

14 Besuk 21.999 23.659 45.658

15 Kraksaan 32.212 33.378 65.590

16 Krejengan 18.432 19.604 38.036

17 Pajaraka 16.25¢ 17.40¢ 33.66"

18 Maron 29.984 31.880 61.864

19 Gending 19.143 19.955 39.098

20 Dringu 25.258 25.479 50.737

21 Wonomerto 18.776 19.793 38.569

22 Lumbang 15.105 15.910 31.015

23 Tonga: 30.97: 32.65! 63.62:

24 Sumberasih 29.267 30.212 59.479
Jumlah / Total 534.986 561.258 1.096.24

Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2011
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Lampiran 3. Dokumentasi

———

A e R o
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Gambar 1. Tampak depan Kantor Penanaman Modal dan Perijirabupaten
Probolinggo

Gambar 2. Petugas keamanan perijinan (polisi pamong prajddrsg memantau
keadaan dan membantu membuka pintu bagi pengupgmghon

ijin,
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Gambar 3. Tampakpolisi pamong praja memberikan penjelasan/arahpade
pemohon pada gambar sebelah kiri. Sedangkan padbagasebelah
kanan merupakan ruang tunggu yang disertai tempdukd bagi

pemohon ijin.

Gambar 4. Tampak petugas Kantor Penanaman Modal dan Perikabopaten
Probolinggo pada saat melayani dan memberikannrsr prosedur

pelayanan perijinan.
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Gambar 5. Loket Perijinan yang terdiri dari loket pengambilaiangko/formulir,
loket penyerahan berkas, loket pembayaran retribdan loket

pengambilan ijin.

Gambar 6. Tampak pemohon ijin yang sedang berada di lokejirgser
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Gambar 7. Kotak Saran

Gambar 8. Tempat Parkir Motor dan diujung terdapat Musholla
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Gambar 9. Halaman serta tempat parkir mobil Kantor PenanaMadal dan
Perijinan Kabupaten Probolinggo

Gambar 10. Kondisi Toilet di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo yang merupakan dampak negiatif
Reformasi Administrasi Pemerintah Daerah dalam yRekn
Perijinan
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PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA.POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JI. Ahmad Yani 23 — Telpon (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO

—
SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH
Nomor : 072/2% /426.302/2012

Membaca ;. Surat dari Fakultas llmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tertanggal 28 Desember
2011 Nomor : 12747/UN 10.3/PG/ 2011 Perihal : Permohonan Ijin Riset.
Mengingat : 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan

dan Penerapan [lmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Probolinggo.

Dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan Survey/Research oleh ;

Nama Peneliti / Penanggung Jawab : RESMI TRIHANANL

NIM/SIM/KTM : 0810310108.

Pekerjaan / Instansi : Mahasiswi.

Alamat :  JJLKH. Hasan Genggong Gg. Gerilya No : 355 Kec. Kanigaran
Kota Probolinggo.

Thema/Acara Survey/Resarch . “ Reformasi Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan

Perijinan ( Studi Kasus pada Kantor Penanaman Modan dan
Perijinan Kabupaten Probolinggo ) ”
Daerah / tempat dilakukan Survey / Research  :  Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo.
Lamanya Survey / Research : Dua(2) Minggu sejak tanggal dikeluarkan.
Pengikut peserta Survey / Research -

Dengan ketentuan sebagai berikut ]

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada
Pejabat setempat.

2 Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.

3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun
tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari
suatu golongan penduduk.

4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.

5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat
mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.

6. Dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya
secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan
ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, /& Januari 2012

A.n.KERAEA-BAKESBANGPOL DAN LINMAS
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}‘/EN PROBOLINGGO
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TEMBUSAN : N
Yth. 1. Bapak Bupati Probolinggo ( sebagai laporan ) \'Qt:r__;\:_”’
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob; "NIP. 19690915 199003 1 009

3. Sdr. Kapolres Probolinggo;

4. Sdr. Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kab.
Probolinggo;

5. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Administrasi, UNIBRAW
Malang.

Yang bersangkutan.
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PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERUJINAN

JI. Raya Dringu No. 45 Telp./Fax. (0335) 424175 Dringu
PROBOLINGGO 67271

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN SURVEY / RESEARCH
NOMOR : 072 /71/426.404 /2012

Membaca .2 Surat dari Fakultas [lmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor: 12747 /
UN10.3 /PG /2011 tanggal 28 Desember 2011, perihal: RISET
b. Surat dari Kepala BAKESBANGPOL DAN LINMAS Kabupaten Probolinggo
Nomor: 072 /27 / 426.302 / 2012 tanggal 10 Januari 2012, perihal: Surat Keterangan
Untuk Melakukan Survey / Research.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistim Nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan lmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok
dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo;

Nama : M. SJAIFUL EFENDI, S.Sos, M.Si

NIP ;19690314 198908 1 002

Pangkat / Gol : Pembina/IVa

Alamat Kantor . Jin. Raya Dringu No.45 Kabupaten Probolinggo

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama peneliti : RESMI TRI HANANI

NIM : 0810310108

Pekerjaan / Instansi :  Mahasiswi / Universitas Brawijaya Malang

Alamat : JI. KH. Hasan Genggong Gg. Gerilya No.355 Probolinggo

Tema / Acara Survey . Reformasi Administrasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Perijinan
Tempat dilakukan Survey : Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo

Benar-benar telah melakukan Penelitian / Survey sebagaimana Tema yang tersebut di atas pada Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo, selama + 3 Minggu terhitung mulai tanggal 16 Januari
2012 sampai dengan 3 Februari 2012

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 15 Februari 2012 i
... KEPALA KANTOR :
NANAMAN MODAL DAN PERIJINAN!
ATEN PROBOLINGGO

L

TEMBUSAN:
Yth. 1.Bapak Bupati Probolinggo (sebagai laporan);
2.Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten
Probolinggo;
3.Dekan Fak. Ilmu Administrasi Universitas
Brawijaya Malang;
4. vang hersangkutan.

,/,;«v Pembina
NIP. 19690314 198908 1 002
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CURRICULUM VITAE

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Tempat dan Tanggal Lahir

Alamat Rumah

Pendidikan

: Resmi Tri Hanani

: 0810310108

: Probolinggo, 8 Septerib&®

: JI. K.H. Hasan Genggong Gang Geilga 355

Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran
Probolinggo

: 1. SD Negeri Sukoharjo Il Probolinggamat

Tahun 2002
2. SMP Negeri 3 Probolinggo Tamat Tahun 2005

3. SMA Negeri 4 Probolinggo Tamat Tahun 2008
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